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P U T U S A N 
Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Blb 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan 

mengadili perkara gugatan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: 

LANI PURNAMAWATY PANDUWIHARDJA, berkedudukan di Jalan 

Tampomas No.15, RT.005 RW.007, Kelurahan Malabar, 

Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, diwakili oleh kuasa 

hukum DR (C) BENNY WULLUR, SH., MH.Kes., CLA., 

CLI.,CTL.,CPLE.,ACIArb., MOCHAMAD GINANDJAR 

SUGIH, S.H., C.L.A., RIKY, S.H., dan YOGI PRATAMA, 

S.H. seluruhnya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada 

”KANTOR HUKUM BENNY WULLUR SH. & 

ASSOCIATES” yang beralamat di Jl. Terusan Buah Batu 

No. 259 C Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tanggal 27 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan register No. 

W11.U6-962.HT.04.10.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 

2019, selanjutnya disebut PENGGUGAT ; 

M E L A W A N 

1. MOCHAMAD ILHAM, berkedudukan di Jl. DR. Gunawan No.2 RT.001 

RW.003, Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo, Kota 

Bandung, selanjutnya disebut  TERGUGAT; 

2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG, 

beralamat di Komplek Pemda Tingkat II Soreang, Jalan 

Raya Soreang, Soreang, Pemekaran Kabupaten Bandung, 

selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;  

Pengadilan Negeri tersebut ;  

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  

Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara ;  

Telah memperhaikan putusan sela serta hasil pemeriksaan setempat 

yang telah dilakukan; 

TENTANG  DUDUK  PERKARANYA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 
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Oktober 2019 dibawah Register Nomor : 225/Pdt.G/2019/PN.Blb. telah 

mengemukakan dalil gugatannya sebagai berikut :  

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 137 m2 (seratus tiga puluh 

tujuh meter persegi)yang terletak di desa Sayati kecamatan Margahayu 

kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat sesuaidenganSertifikatHakMilik 

No. 1598 berdasarkansuratukur No. 00069/1999 tertanggal 10/11/1999 

yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tertanggal 21 Desember 1999; 

2. Bahwa Tergugat adalah pemilik atas dua bidang tanah yang terletak pada 

satu hamparan, yaitu Hak Milik No.696/ Desa Sayati seluas 1.250 m² dan 

Hak Milik No.1305/ Desa Sayati seluas 540 m², yang terletak di Desa Sayati 

Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat; 

3. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang 

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

4. Bahwa tanah milik Penggugat berdekatan dengan tanah milik Tergugat 

dimana posisi tanah milik Penggugat dihimpit oleh tanah milik Tergugat 

yang terletak di Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung 

Provinsi Jawa Barat; 

5. Bahwa diatas tanah yang dimiliki Tergugat telah berdiri bangunan yang 

menghimpit tanah yang dimiliki Penggugat, yang selama ini Tergugat 

gunakan sebagai kantor perusahaan; 

6. Bahwa Tergugat tidak pernah meminta izin maupun memberitahukan 

kepada Penggugat bahwa Tergugat akan memanfaatkan tanah milik 

Penggugat. 

7. Bahwa kemudian tanah milik Penggugat dimanfaatkan oleh Tergugat 

sebagai satu kawasan kantor perusahaan dengan demikian tidak ada akses 

jalan keluar bagi Penggugat untuk mengecek tanah miliknya dikarenakan 

telah dibenteng menjadi satu kawasan kantor perusahaan seolah-olah 

tanah milik Penggugat merupakan tanah milik Tergugat, sehingga atas hal 

tersebut Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya baik untuk 

dibangun, dijual, disewakan atau dijaminkan sehingga menimbulkan 

kerugian bagi Penggugat. 

8. Bahwa akibat tidak adanya akses jalan keluar tanah milik Penggugat yang 

telah dihimpit oleh dua bangunan yang dijadikan sebagai kawasan kantor 

perusahaan oleh Tergugat, sehingga perbuatan Tergugattersebut telah 

menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan hal ini telah membuktikan 

bahwa Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang 

Disclaimer
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merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 1365 KUH Perdata. 

9. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang mana memuat ketentuan 

sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya 

menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.” 

10. Bahwa atas perbuatanTergugat yang menguasai tanah milik Penggugat 

tanpa hak, telah menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi 

Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan biaya ganti rugi 

dengan total sejumlah Rp. 57.178.800.000,- (lima puluh tujuh miliar seratus 

tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)dengan rician sebagai 

berikut : 

a. Kerugian Materiil : 

Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa memanfaatkan tanah 

miliknya yang telah dihimpit oleh dua bangunan yang dijadikan kantor 

perusahaan oleh Tergugat, baik untuk dijual, disewakan atau dijaminkan 

sehingga kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar :  

- Harga Jual = Rp. 20.000.000/Meter x 13 m2= Rp 2.740.000.000,- (dua 

miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah). 

- Harga Sewa = Rp. 20.000.000/Meter x 137 m2= Rp 2.740.000.000,- x 

27 (tahun 1992 – 2019 = 27 tahun) = Rp. 73.980.000.000,- x 6% = Rp. 

4.438.800.000,- (empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta 

delapan ratus ribu rupiah). 

b. Kerugian Immateriil : 

Akibat dari Perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami stress dan 

gelisah dan tentu saja hal tersebut mengganggu kegiatan sehari-hari 

dalam aktivitas usaha dan tugas-tugas lainnya sehingga tidak dapat 

dinilai dengan uang, namun untuk memenuhi kerugian Immateriil di 

Pengadilan maka Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 

50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah ) 

11. Bahwa untuk mencegah bertambahnya jumlah kerugian yang dialami oleh 

Penggugat serta untuk menjamin gugatan yang diajukan oleh Penggugat 

tidak Illusoir kelak dikemudian hari karena adanya sangka yang beralasan 

dan kekhawatiran yang nyata Tergugat tidak menjalankan isi putusan ini, 

maka sangat beralasan untuk perlu dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir 

Beslag) atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugatyang diletakan oleh 

Pengadilan Negeri BaleBandung melalui Juru Sita Pengadilan atas: 
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a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Tanah Hak Milik No.696/ 

desa Sayati seluas 1.250 M² yang terletak di Desa Sayati Kecamatan 

Margahayu Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat atas 

namaTergugat; 

b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Tanah Hak Milik No.1305/ 

Desa Sayati seluas 540 M², yang terletak di Desa Sayati Kecamatan 

Margahayu Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat atas nama 

Tergugat; 

c. Tanah dan bangunan di Jl.DR Gunawan No.2 RT.001 RW.003 

Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung; 

d. Seluruh harta kekayaan tergugat baik yang berupa barang tidak 

bergerak maupun bergerak yang jenis dan jumlahnya kami ajukan 

dikemudian hari. 

12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang 

jelas-jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat 

sekarang dan dikemudian hari dan karena sifatnya yang sangat mendesak, 

maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini 

memberikan putusan Provisi yaitu : 

- Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung  

untuk meletakan sita jaminan : 

a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Tanah Hak Milik No.696/ 

desa Sayati seluas 1.250 M² yang terletak di Desa Sayati Kecamatan 

Margahayu Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat atas nama 

Tergugat; 

b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Tanah Hak Milik No.1305/ 

Desa Sayati seluas 540 M², yang terletak di Desa Sayati Kecamatan 

Margahayu Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat atas nama 

Tergugat; 

c. Tanah dan bangunan di Jl.DR Gunawan No.2 RT.001 RW.003 

Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung 

13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang 

otentik, maka sesuai dengan pasal 180 ayat 1 HIR segala penetapan dan 

putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan 

(dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada 

upaya hukum dari Tergugat;  

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi Putusan perkara ini oleh 

Tergugat, harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) atas 

keterlambatannya menjalankan isi putusan per hari keterlambatan sebesar 
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Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak 

perkara ini memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap. 

15. Bahwa demi terciptanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian 

hukum, Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan 

patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini. 

16. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan 

permasalahan ini secara kekeluargaan, maka tiada jalan lain kecuali 

menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk 

memeriksa dan memutuskan perkara ini. 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang 

terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa, mengadili, 

dan memberikan putusan sebagai berikut: 

DALAM PROVISI: 

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang 

diletakan oleh Pengadilan Negeri Bandung melalui Juru Sita Pengadilan atas: 

a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Tanah Hak Milik No.696/ desa 

Sayati seluas 1.250 M² yang terletak di Desa Sayati Kecamatan Margahayu 

Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat atas namaTergugat; 

b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Tanah Hak Milik No.1305/ Desa 

Sayati seluas 540 M², yang terletak di Desa Sayati Kecamatan Margahayu 

Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat atas nama Tergugat; 

c. Tanah dan bangunan di Jl.DR Gunawan No.2 RT.001 RW.003 Kelurahan 

Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung; 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan bahwa Tergugattelah melakukanPerbuatan Melawan Hukum 

kepada Penggugat. 

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 137 m² (seratus 

tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Sayati Kecamatan 

Margahayu Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat sesuai dengan 

Sertifikat Hak Milik No. 1598 berdasarkan surat ukur No. 00069/1999 

tertanggal 10/11/1999 yang diterbitkan oleh Turut Terguga tertanggal 21 

Desember 1999. 

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas: 

a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Tanah Hak Milik No.696/ 

desa Sayati seluas 1.250 M² yang terletak di Desa Sayati Kecamatan 

Margahayu Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat atas namaTergugat; 
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b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Tanah Hak Milik No.1305/ 

Desa Sayati seluas 540 M², yang terletak di Desa Sayati Kecamatan 

Margahayu Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat atas nama 

Tergugat; 

c. Tanah dan bangunan di Jl.DR Gunawan No.2 RT.001 RW.003 Kelurahan 

Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung; 

d. Seluruh harta kekayaan tergugat baik yang berupa barang tidak bergerak 

maupun bergerak yang jenis dan jumlahnya kami ajukan dikemudian hari. 

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil Rp. 

7.178.800.000,- (tujuh miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus 

ribu rupiah) dan Immateriil kepada Penggugatsebesar Rp 50.000.000.000,- 

(lima puluh miliar rupiah); 

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam 

Perkara ini. 

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan 

dalam Perkara ini. 

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu 

meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya 

dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad). 

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 

5.000.000,- (lima juta rupiah)per hari apabila Tergugat lalai memenuhi 

putusan Pengadilan ini. 

10. Menghukum kepadaTergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul 

dalam perkara ini. 

SUBSIDAIR: 

Dalam peradilan yang baik bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini 

mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et 

bono). 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat 

hadir kuasa hukumnya dan Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasa 

hukumnya DYAH NUR SASANTI, SH.,, MHum. dan FIKAR ESLAMY, SH., 

semuanya Advokat pada ”KANTOR Advokat DYAH NUR SASANTI, SH., 

M.Hum. & ASSOCIATES” yang beralamat di Jl. Golf Barat XI No. 6, Arcamanik 

Endah, Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2019 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan 

register No. W11.U6-1107.HT.04.10.Tahun 2019 tanggal 11 November 2019,  

sedangkan Turut Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya 

ISWANDI SUDRAJAT, SH., YADI SURYADI, SH., BENY MOHAMAD ULPA, 
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SH., Hj. AYI ROHAETI, DODY WIRAWAN dan TEDY HARYADI, S.Sos. 

Semuanya Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4967/32.04-600/X/2019 tanggal 29 

Oktober 2019 dan Surat Tugas Nomor : 4996/ST.32.04-600/X/2019 tanggal 29 

Oktober 2019; 

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, maka para pihak yang berperkara telah menempuh upaya mediasi 

dengan Hakim Mediator Astea Bidarsari, SH., MH. yang ditunjuk oleh Majelis 

Hakim; 

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 11 

Desember 2019 yang menyatakan proses mediasi antara para pihak dalam 

perkara aquo tidak berhasil atau telah gagal, maka selanjutnya pemeriksaan 

perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan atas pembacaan 

gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;  

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan 

Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut : 

 Jawaban Tergugat : 

DALAM EKSEPSI: 

1. Bahwa dengan tegas dan bulat Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang 

diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang akan diakui di persidangan 

nanti. 

2. Bahwa pada kesempatan mengajukan Eksespsi ini, Tergugat tidak akan 

menanggapi dalil-dalil Gugatan satu per satu, akan tetapi secara 

keseluruhan. 

3. Bahwa keliru dan tidak sah Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri 

Bale Bandung karena jelas melanggar asas dalam Hukum Acara Perdata, 

yaitu actor sequitor forum rei, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 

ayat (1) HIR yang menyatakan: 

“Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan 

pengadilan negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang 

ditandatangani oleh penggugat atau yang menurut yang ditentukan pada 

Pasal 123, oleh wakilnya, dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri, 

yang dalam daerah hukumnya terletak tempat diam si tergugat, atau kalau 

tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat ia sebenarnya tinggal. ” 

4. Bahwa dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat, jelas tertulis bahwa 

Tergugat bertempat tinggal di Kota Bandung, dan terbukti Tergugat hadir 

dalam persidangan mana adalah berdasarkan panggilan sidang yang 
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diterimanya di alamat tempat tinggal dimaksud, sehingga berdasarkan 

Pasal 118 ayat (1) HIR Gugatan a quo seharusnya diajukan di Pengadilan 

Negeri Bandung sebagai pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya 

terletak tempat diam Tergugat. 

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pengadilan Negeri Bale 

Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo. 

6. Bahwa tidak berdasar, asal-asalan, dan tidak cermat dalil Penggugat pada 

halaman 2 angka 4 pada pokoknya menyatakan bahwa posisi tanah milik 

Penggugat berdekatan dengan tanah milik Tergugat dimana posisi tanah 

milik Tergugat menghimpit tanah milik Penggugat. Mohon maaf tidak 

bermaksud menggurui, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak 

ditemui kata “menghimpit”, yang ada adalah kata “mengimpit”. Seandainya 

yang dimaksud oleh Penggugat memang “mengimpit”, yang berasal dari 

kata dasar “impit”, kata mana berarti menyesak, menindih (menekan), atau 

mengapit. Dengan demikian tidak jelas alasan-alasan Gugatan Penggugat, 

apakah tanah milik Tergugat menyesak, menindih (menekan), atau 

mengapit tanah milik Penggugat. Terlebih lagi, menyesak, menindih 

(menekan), atau mengapit apabila dikaitkan dengan letak suatu bidang 

tanah, jelas-jelas memiliki arti yang sangat berbeda. 

7. Bahwa apabila dalil Penggugat pada halaman 2 angka 2 yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik atas 2 (dua) bidang 

tanah yang terletak pada 1 (satu) hamparan, dikaitkan dengan dalil pada 

halaman 2 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di atas tanah 

Tergugat telah berdiri bangunan yang menghimpit tanah Penggugat, dan 

dikaitkan pula dengan dalil pada halaman 2 angka 6 yang menyatakan 

pada pokoknya bahwa Tergugat memanfaatkan tanah milik Penggugat 

tanpa ijin, quod non, jelas kata “menghimpit” yang seharusnya “mengimpit” 

yang dimaksud oleh Penggugat adalah menindih. 

8. Bahwa sertifikat hak milik atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak pada 1 

(satu) hamparan mana telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat, 

halmana membuktikan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat pada 

tahun 2011 sebagai dasar peralihan hak tersebut telah sah dan sesuai 

dengan ketentuan hukum. Dengan kata lain, peralihan hak tidak mungkin 

terjadi apabila pada tanah yang menjadi obyeknya terjadi tumpang tindih 

hak kepemilikan dengan pihak lain. 

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang tegas 

mengatur bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan 
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sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh 

tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka 

pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 

menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun 

sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara 

tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”. Oleh karenanya, 

Gugatan Penggugat sudah lewat ianqka waktu (kedatuwarsa) dan 

Penggugat tidak dapat lagi mengajukan Gugatan terhadap Tergugat. 

9. Bahwa masih berkaitan dengan dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4, 

kabur/tidak jelas (obscuur libel) dalil Penggugat mana karena hanya 

menyatakan pada pokoknya bahwa posisi tanah milik Penggugat 

berdekatan dengan tanah milik Tergugat dan posisi tanah milik Tergugat 

menghimpit tanah milik Penggugat, namun Penggugat tidak menguraikan 

secara jelas letak (posisi) atau batas-batas tanah milik Penggugat 

dimaksud secara lengkap dan terinci, sehingga tidak jelas bagian mana dari 

tanah milik Tergugat yang mengimpit tanah milik Penggugat, halmana 

menurut Hukum Acara Perdata, Gugatan yang diajukan secara demikian 

haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, 

sebagaimana bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

No.1159 K/PDT/1983, tertanggal 23 Oktober 1984, yang menyatakan 

“Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan 

obscuur libel dan Gugatan tidak dapat diterima”. 

10. Bahwa selain itu, Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) 

karena dalil-dalilnya yang inkonsisten, di satu sisi Penggugat mendalilkan 

pada pokoknya bahwa terdapat tanah milik Penggugat yang terimpit tanah 

milik Tergugat dan Tergugat tidak memberikan akses jalan bagi tanah 

Penggugat, namun di sisi lain Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 

memanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai 1 (satu) kawasan kantor 

perusahaan, dan di sisi yang lain lagi Penggugat mengakui bahwa Tergugat 

adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah yang terletak pada 1 (satu) hamparan 

(pengakuan adalah bukti yang paling sempurna). 

11. Bahwa selanjutnya, inkonsistensi Penggugat terlihat dalam dalil halaman 2 

angka 2, Penggugat mengakui pada pokoknya bahwa Tergugat adalah 

pemilik 2 (dua) bidang tanah yang terletak di 1 (satu) hamparan. Namun, 

pada halaman 2 angka 4 justru Penggugat mendalilkan sebaliknya, yang 

pada pokoknya bahwa di hamparan tanah mana juga terdapat ada tanah 
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milik Penggugat yang diimpit oleh tanah milik Tergugat, dengan kata lain 

Penggugat menyatakan bahwa di hamparan tanah tersebut terdapat 3 (tiga) 

bidang tanah yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat dan 1 

(satu) bidang tanah milik Penggugat. 

12. Bahwa selain itu, inkonsisten, tidak berdasar, dan kabur/tidak jelas (obscuur 

libel) dalil Penggugat dalam Gugatan a quo karena di satu sisi Penggugat 

mempermasalahkan mengenai akses jalan keluar bagi tanah milik 

Penggugat, namun di sisi lain Penggugat mempermasalahkan bahwa 

Tergugat memanfaatkan tanah milik Penggugat tanpa ijin. 

13. Bahwa berdasarkan riwayat peralihan hak milik atas 2 (dua) bidang tanah 

yang saat ini dimiliki Tergugat, pada faktanya terdapat 3 (tiga) pemegang 

hak milik sebelum Tergugat, termasuk Penggugat sebagai pemegang hak 

milik yang pertama (pada saatnya akan Tergugat buktikan). 

14. Bahwa pada saat Tergugat membeli 2 (dua) bidang tanah mana, diatasnya 

telah berdiri bangunan serta tembok yang membentengi tanah dimaksud, 

yang hingga saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah mengubah 

bangunan dan tembok tersebut. 

15. Bahwa seandainya benar Gugatan a quo diajukan dengan alasan bahwa 

tanah milik Tergugat mengimpit tanah Penggugat atau Tergugat 

memanfaatkan tanah milik Penggugat, quod non, maka seharusnya 

Penggugat menarik semua pihak yang merupakan pemilik tanah tersebut 

sebelum haknya beralih kepada Tergugat, termasuk menarik pihak yang 

membangun tembok yang membentengi tanah tersebut dan PT. Bank Bali 

karena tanah mana pernah diletakkan sita eksekusi terkait dengan 

wanprestasi yang Penggugat lakukan kepada PT. Bank Bali. Namun, tidak 

ada satu pun dari pihak tersebut Penggugat tank sebagai pihak dalam 

perkara a quo, dengan demikian telah ternyata Gugatan Penggugat 

diajukan kekurangan pihak. 

16. Bahwa lebih jauh lagi, kalaulah Gugatan a quo ditujukan kepada Tergugat 

dengan alasan bahwa Tergugat merupakan pemilik tanah yang berdekatan 

dengan tanah milik Penggugat, pada faktanya tanah Penggugat tersebut 

juga bersebelahan langsung dengan tanah milik pihak lain. Namun, dalam 

perkara a quo Penggugat tidak menarik sebagai pihak seluruh pemilik 

tanah yang bersebelahan dengan tanah milik Penggugat, dengan demikian 

semakin membuktikan bahwa Gugatan Penggugat diajukan kekurangan 

pihak, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, Gugatan yang diajukan 

secara demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak 

dapat diterima, sebagaimana bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung 
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Republik Indonesia sebagai berikut: 

• Putusan Mahkamah Agung No.78 K/Sip/1972, tertanggal 11 Nopember 

1975, menyatakan bahwa “Gugatan kurang pihak atau kekurangan 

formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”; 

• Putusan Mahkamah Agung No.365 K/Pdt/1984, tertanggal 31 Agustus 

1985, menyatakan bahwa “Gugatan harus menggugat semua orang 

yang terlibat”; 

• Putusan Mahkamah Agung No.546 K/Pdt/1984, tertanggal 31 Agustus 

1985, menyatakan bahwa “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam 

perkara kurang pihak”. 

17. Bahwa oleh karena ternyata Gugatan yang diajukan oleh Penggugat keliru 

dan tidak sah sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak 

berwenang mengadili perkara a quo, sudah lewat jangka waktu 

(kedaluwarsa), kekurangan pihak, kabur/tidak jelas (obscuur libel), 

inkonsisten, tidak berdasar, tidak jelas, tidak cermat, dan mengada-ada, 

oleh karenanya menurut Hukum Acara Perdata, Gugatan yang diajukan 

secara demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak 

dapat diterima. 

Berdasarkan hal-hal di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini berkenan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat, dan 

selanjutnya berkenan menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidak-

tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. 

DALAM POKOK PERKARA 

DALAM KONVENSI : 

1. Bahwa dengan tegas dan bulat Tergugat menolak seluruh dalil-dalil 

Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui di persidangan nanti. 

2. Bahwa pada kesempatan mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara, 

Dalam Konvensi ini, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan 

Penggugat satu per satu, akan tetapi secara keseluruhan. 

3. Bahwa mohon apa-apa yang telah didalilkan pada bagian Eksepsi dapat 

pula dianggap sebagai dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara, Dalam 

Konvensi ini, pun sebaliknya. 

4. Bahwa benar dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 2, angka 2, yang 

menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat adalah pemilik 2 (dua) bidang 

tanah yang terletak pada 1 (satu) hamparan, yang tertuang dalam Sertipikat 

Hak Milik No.696/Desa Sayati, atas nama Tergugat, dan Sebidang tanah 

dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1305/Desa Sayati, atas 

nama Tergugat. 
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5. Bahwa tidak benar, tidak berdasar, dan patut ditolak dalil Penggugat pada 

halaman 2 angka 4, 5, dan 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

tanah milik Penggugat berdekatan dengan tanah milik Tergugat di mana 

tanah milik Tergugat menghimpit tanah milik Penggugat, dan di atas tanah 

milik Tergugat telah berdiri bangunan sebagai kantor perusahaan yang 

menghimpit tanah milik Penggugat, serta Penggugat tidak dapat mengecek 

ataupun memanfaatkan tanah miliknya karena dibenteng sehingga tidak 

ada akses jalan keluar. 

6. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan Dalam Eksepsi, pada 

pokoknya bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemui kata 

“menghimpit”, yang ada adalah kata “mengimpit” yang berasal dari kata 

dasar “impit”, berarti menyesak, menindih (menekan), atau mengapit. 

7. Bahwa seandainya benar 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat mengimpit 

dalam arti menindih tanah milik Penggugat, quod non, sudah tentu tidak 

mungkin dapat terjadi peralihan hak dan balik nama menjadi atas nama 

Tergugat. Justru sebaliknya, fakta yang sebenarnya terjadi adalah hak 

kepemilikan atas 2 (dua) bidang tanah mana telah beberapa kali beralih 

dan untuk terakhir kalinya beralih kepada Tergugat atas dasar jual beli pada 

tahun 2011, sehingga jelas membuktikan bahwa tidak ada tumpang tindih 

antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat. 

8. Bahwa di lain sisi, seandainya benar kata “menghimpit” (seharusnya 

“mengimpit”) yang dimaksud Penggugat adalah tanah milik Tergugat 

mengapit tanah milik Penggugat, quod non, halmana justru membuktikan 

dalil Penggugat tersebut tidak benar, tidak berdasar, inkonsisten, dan patut 

ditolak karena pada halaman 2 angka 2 Penggugat telah tegas mengakui 

pada pokoknya bahwa 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat terletak pada 1 

(satu) hamparan, yang berarti tidak mungkin ada tanah milik Penggugat 

yang diapit 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat tersebut (pengakuan 

merupakan bukti yang paling sempurna). 

9. Bahwa selanjutnya, masih berkaitan dengan kata “menghimpit” 

(seharusnya “mengimpit”) yang digunakan Penggugat dalam arti mengapir, 

tidak berdasar dan tidak masuk akal apabila bangunan yang berdiri di atas 

tanah milik Tergugat didalilkan mengimpit tanah milik Penggugat, 

bagaimana mungkin sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah dapat 

mengapit sebuah tanah? 

10. Bahwa kalau toh yang dimaksud Penggugat bangunan yang mengimpit 

tanah milik Penggugat mana diartikan menindih, hal tersebut juga tidak 

benar, tidak berdasar, dan patut ditolak karena Penggugat menyusun dalil-
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dalil Gugatan ini secara tidak jujur dan menutupi fakta yang sebenarnya 

bahwa 2 (dua) bidang tanah serta bangunan yang saat ini milik Tergugat 

pada awalnya merupakan milik Penggugat yang tentu saja Penggugat 

mengetahui bahwa tanah tersebut tidak tumpang tindih. Terlebih lagi, pada 

tahun 1991 untuk pertama kalinya terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut 

dijadikan jaminan dan dibebani hipotik terkait hutang Penggugat kepada PT. 

Bank Bali, halmana sudah tentu PT. Bank Bali tidak akan menerima tanah 

mana sebagai jaminan apabila terdapat tumpang tindih dengan tanah lain. 

11. Bahwa selain itu, di atas tanah yang saat ini telah menjadi milik Tergugat 

telah berdiri bangunan yang dibangun oleh Penggugat ketika tanah yang 

saat itu masih milik Penggugat, dan hingga saat ini Tergugat sama sekali 

tidak pernah mengubah bentuk bangunan tersebut. Bahkan, pada I jin 

Mendirikan Bangunan (IMB) masih tercatat atas nama Penggugat. 

12. Bahwa dengan Penggugat mendalilkan bahwa bangunan mana berdiri di 

atas tanah milik Tergugat yang mengimpit tanah milik Penggugat, dengan 

demikian justru Penggugat-lah yang melakukan perbuatan melawan 

hukum, bahkan dapat dikategorikan perbuatan pidana, karena pada saat 

Penggugat akan mengalihkan hak kepemilikan atas tanah mana kepada 

pihak lain, Penggugat tidak menjelaskan bahwa tanah tersebut tumpang 

tindih atau mengapit tanah lain. Dengan demikian, atas perbuatan 

Penggugat mana sangat beralasan bagi Tergugat membuat laporan pidana 

ke Kepolisian. 

13. Bahwa berkaitan dengan tembokyang membentengi 2 (dua) bidang tanah 

milik Tergugat, tidak benar dan patut ditolak dalil Penggugat yang 

menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat mengecek ataupun 

memanfaatkan tanah miliknya karena dibenteng sehingga tidak ada akses 

jalan keluar. Sebaliknya, tembok mana sudah ada jauh sebelum tanah 

tersebut menjadi milik Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah ada 

perubahan. Tergugat pun tidak memiliki kewajiban untuk memberikan 

akses jalan keluar bagi Penggugat karena pada saatnya nanti akan 

Tergugat buktikan bahwa tanah yang dibenteng tersebut seluruhnya 

merupakan tanah yang sah milik Tergugat. 

14. Bahwa selanjutnya, sekalipun benar dalil Penggugat halaman 2 angka 5 

yang pada pokoknya menyatakan bahwa di atas tanah milik Tergugat telah 

berdiri bangunan, namun tidak benar bahwa bangunan mana digunakan 

Tergugat sebagai kantor perusahaan. Fakta yang sebenarnya terjadi 

adalah Tergugat tidak menggunakan sendiri tanah dan bangunan tersebut, 

melainkan menyewakannya kepada pihak lain. 
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15. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat halaman 2 angka 6 

sampai dengan 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat 

melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum 

Penggugat karena tidak pernah meminta ijin maupun memberitahukan 

kepada Penggugat bahwa Tergugat akan memanfaatkan dan membenteng 

tanah milik Penggugat sebagai 1 (satu) kawasan kantor perusahaan, 

sehingga Penggugat tidak memiliki akses jalan keluar serta tidak dapat 

memanfaatkan tanah miliknya untuk dijual, disewakan, atau dijaminkan. 

16. Bahwa sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah dimaksud, 

merupakan suatu hal yang sangat wajar apabila Tergugat memanfaatkan 

tanah tersebut dengan cara apapun sepanjang tidak melanggar ketentuan 

hukum yang berlaku, dan tidak ada kewajiban Tergugat untuk meminta ijin 

maupun memberitahukan apapun kepada Penggugat. Tergugat juga tidak 

memiliki kewajiban untuk memberikan akses masuk atau keluar kepada 

Penggugat karena jelas-jelas pada 1 (satu) hamparan tanah yang telah 

dibenteng mana hanya ada 2 (dua) bidang tanah yang seluruhnya milik 

Tergugat (pada saatnya akan Tergugat buktikan). 

17. Bahwa tidak benar, tidak berdasar, dan patut ditolak dalil Penggugat pada 

halaman 3 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat 

mengalami kerugian materiil sebesar Rp.7.178.800.000,00 (tujuh milyar 

seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

- harga jual = Rp.20.000.000,00/Meter x 137M2 = Rp.2.740.000.000,00 

(dua miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah). 

- harga sewa = Rp.20.000.000,00/Meter x 137M2 = Rp.2.740.000.000,00 

x 27 (tahun 1992 - 2019 = 27 tahun) = Rp.73.980.000.000,00 x 6% = 

Rp.4.438.800.000 (empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta 

delapan ratus ribu Rupiah). 

18. Bahwa mengada-ada, tidak wajar, dan patut ditolak hitungan kerugian 

materiil tersebut karena menggabungkan harga jual dan harga sewa yang 

keduanya sama-sama senilai Rp.20.000.000,00/Meter (dua puluh juta 

Rupiah per Meter), serta tidak berdasar nilai sebesar 6% (enam persen) 

yang dimasukkan oleh Penggugat dalam perhitungan kerugian berdasarkan 

harga sewa tersebut. 

19. Bahwa lebih jauh, seandainya benar harga jual mana berdasarkan nilai 

yang tercantum dalam Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), quod non, 

sebagaimana Kita ketahui bersama bahwa harga jual tanah tidak hanya 

berdasarkan nilai yang tercantum dalam Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), 
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melainkan juga diperhitungkan berdasarkan sistem zonasi. Oleh karenanya 

Tergugat men-someer Penggugat untuk membuktikan bahwa harga jual 

tanah mana adalah adalah Rp.20.000.000,00/Meter (dua puluh juta Rupiah 

per Meter) yang sama nilainya dengan harga sewa per meter. 

20. Bahwa lebih jauh lagi, tidak berdasar dan patut ditolak perhitungan 

kerugian materiil yang mendasarkan harga sewa selama 27 (dua puluh 

tujuh) tahun, yaitu sejak tahun 1992 sampai dengan 2019, padahal 

Sertipikat Hak Milik No.1598/Desa Sayati, seluas 137M2 (seratus tiga puluh 

tujuh Meter persegi), yang terletak di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, 

Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas nama Penggugat baru 

terbit tanggal 21 Desember 1999. 

21. Bahwa demikian pula dengan kerugian immateriil yang tidak beralasan dan 

mengada-ada sehingga harus ditolak. 

22. Bahwa oleh karena gugatan pokok perkara a quo tidak benar, tidak 

berdasar, dan mengada-ada, maka sangat berlebihan apabila Penggugat 

menuntut agar Tergugat tunduk pada putusan perkara ini, dalam hal 

membayar kerugian materiil dan immateriil Penggugat, membayar uang 

paksa (dwangsom), dan membayar biaya perkara a quo, serta terkait 

peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas: 

a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik 

No.696/Desa Sayati, seluas 1.250M2, yang terletak di Desa Sayati, 

Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas 

nama Tergugat; 

b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik 

No.1305/Desa Sayati, seluas 540M2, yang terletak di Desa Sayati, 

Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas 

nama Tergugat; 

c. Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Dr. Gunawan No.2, RT.001, 

RW.003, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. 

23. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat a quo ini diajukan tidak dengan 

bukti-bukti otentik yang telah memenuhi Pasal 180 HIR, maka sangat 

berlebihan apabila Penggugat menuntut agar putusan perkara ini dapat 

dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). 

24. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan secara inkonsisten antara posita 

dengan petitum, halmana dalam positanya Penggugat sama sekali tidak 

menguraikan alasan-alasan hukum apa yang dijadikan alasannya untuk 

mengajukan tuntutan putusan provisi, namun dengan begitu saja dalam 

petitumnya Penggugat meminta putusan provisi, oleh karenanya tuntutan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Blb 

 

putusan provisi mana haruslah ditolak. 

25. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Pengugat untuk selain dan 

selebihnya. 

DALAM REKONVENSI: 

1. Bahwa mohon hal-hal yang didalilkan pada bagian Eksepsi dan Jawaban 

Pokok Perkara, Dalam Konvensi, dapat pula dianggap sebagai dalil-dalil 

Gugatan Dalam Rekonvensi, pun sebaliknya. 

2. Bahwa pada Gugatan Dalam Rekonvensi ini, penyebutan untuk pihak yang 

semula Penggugat menjadi Tergugat (DR)/Penggugat (DK), dan yang 

semula Tergugat menjadi Penggugat (DR)/Tergugat (DK). 

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Jawaban Dalam 

Pokok Perkara, Dalam Konvensi, pada pokoknya bahwa dalil-dalil 

Penggugat dalam Gugatan a quo tidak jujur dan menutupi fakta yang 

sebenarnya berkaitan dengan riwayat kepemilikan tanah dimaksud, yang 

mana pada awalnya seluruhnya merupakan milik Tergugat (DR)/Penggugat 

(DK) yang bukti kepemilikannya tergabung menjadi 1 (satu). 

4. Bahwa kemudian pada tahun 1990, Tergugat (DR)/Penggugat (DK) 

melakukan pemisahan kepemilikan atas tanah tersebut, yang kemudian 2 

(dua) bidang tanah hasil pemisahan mana pada tahun 1991 untuk pertama 

kalinya dijadikan jaminan dan dibebani hipotik terkait hutang Tergugat 

(DR)/Penggugat (DK) kepada PT. Bank Bali. 

5. Bahwa ternyata Tergugat (DR)/Penggugat (DK) tidak melunasi hutang 

tersebut sehingga mendorong PT. Bank Bali mengajukan upaya hukum di 

Pengadilan Bale Bandung, dan dilanjutkan dengan peletakan sita eksekusi 

terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut. Kemudian, dengan melekatnya 

status sita eksekusi terhadap tanah tersebut, pada tahun 1997 terjadi 

peralihan hak untuk pertama kalinya pertama kali dari Tergugat 

(DR)/Penggugat (DK). Selanjutnya, setelah terjadi beberapa kali lagi 

peralihan hak, kedua tanah itulah yang saat ini dimiliki oleh Penggugat 

(DR)/Tergugat (DK) berdasarkan jual beli pada tahun 2011. 

6. Bahwa terkait jual beli atas 2 (dua) bidang tanah dimaksud, Penggugat 

(DR)/Tergugat (DK) telah melunasi seluruh pembayarannya, termasuk 

pajak- pajak, biaya akta jual beli, serta biaya-biaya lain yang timbul akibat 

jual beli dimaksud, sehingga jual beli tersebut telah sesuai dengan 

ketentuan hukum, oleh karenanya Penggugat (DR)/Tergugat (DK) 

merupakan pembeli beritikad baik (pada saatnya akan Tergugat buktikan). 

7. Bahwa sebagaimana Kita ketahui bersama bahwa sebagai pembeli 

beritikad baik yang telah melaksanakan jual beli tersebut sesuai dengan 
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ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat (DR)/Tergugat (DK) harus 

dilindungi, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia sebagai berikut: 

• Putusan Mahkamah Agung No.251 K/Sip/1958, tertanggal 26 Desember 

1958, yang menyatakan “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad 

baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap 

sah". 

• Putusan Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980, tertanggal 29 Maret 

1982, yang menyatakan “Pembeli yang beritikad baik harus mendapat 

perlindungan hukum”. 

8. Bahwa kiranya perlu Penggugat (DR)/Tergugat (DK) tegaskan kembali dalil 

yang telah dikemukakan pada Jawaban Pokok Perkara, Dalam Konvensi, 

bahwa jauh sebelum 2 (dua) bidang tanah yang terletak di 1 (satu) 

hamparan dimaksud dimiliki oleh Penggugat (DR)/Tergugat (DK), tanah-

tanah mana telah dibentengi tembok yang memisahkan dengan tanah milik 

Tergugat (DR)/Penggugat (DK). Demikian pula dengan bangunan yang 

berdiri di atas tanah yang saat ini dimiliki oleh Penggugat (DR)/Tergugat 

(DK), merupakan bangunan yang didirikan oleh Tergugat (DR)/Penggugat 

(DK) pada saat tanah tersebut masih miliknya. Terkait dengan tembok 

yang membentengi dan bangunan dimaksud, Tergugat tidak pernah 

mengubah bentuknya, bahkan hingga saat ini Ijin Mendirikan Bangunan 

(IMB) masih tercatat atas nama Penggugat. 

9. Bahwa alangkah terkejutnya ketika Tergugat menerima Gugatan a quo 

mengenai perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak pernah 

meminta ijin maupun memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat 

akan memanfaatkan dan membenteng tanah milik Penggugat sebagai 1 

(satu) kawasan kantor perusahaan sehingga Penggugat mengalami 

kerugian karena tidak memiliki akses jalan keluar serta tidak dapat 

memanfaatkan tanah miliknya untuk dijual, disewakan, atau dijaminkan. 

Padahal, Tergugat hanya 

memanfaatkan tanah miliknya yang atas tanah tersebut sama sekali tidak 

mengimpit, dalam arti menindih maupun mengapit, tanah milik Tergugat. 

10. Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat yang seolah-olah letaknya 

diimpit oleh tanah milik Tergugat ternyata tertuang dalam Sertifikat Hak 

Milik No.1598/Desa Sayati, tertanggal 21 Desember 1999, dengan Surat 

Ukur No.00069/1999, tertanggal 10 November 1999, halmana jauh setelah 

Sertifikat Hak Milik No.696/Desa Sayati dengan Surat Ukur No.2379/1990 

yang terbit pada tahun 1990, dan Sertifikat Hak Milik No.1305/Desa Sayati 
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dengan Surat Ukur No.7365/1997 yang terbit pada tahun 1997, yang saat 

ini keduanya tercatat atas nama Penggugat (DR)/Tergugat (DK). 

11. Bahwa terlebih lagi, dalam Surat Ukur No.2379/1990 tertulis pada 

pokoknya bahwa batas-batas tanah ditunjukkan oleh Teddy B selaku 

kuasa lisan dari Pemilik (dalam hal ini Tergugat (DR)/Penggugat (DK)) 

yang ternyata berstatus suami Penggugat, dan dalam Surat Ukur 

No.7365/1997 tertulis pada pokoknya bahwa batas-batas tanah 

ditunjukkan oleh Udis selaku kuasa lisan dari penjual (dalam hal ini 

Tergugat (DR)/Penggugat (DK)), yang jelas-jelas pada saat penunjukan 

batas tersebut tidak mengimpit tanah milik Tergugat (DR)/Penggugat (DK). 

12. Bahwa lebih jauh, dibandingkan dengan Sertifikat Hak Milik No.1598/Desa 

Sayati, dengan Surat Ukur No.00069/1999, yang baru terbit pada tahun 

1999, justru membuktikan bahwa Tergugat (DK)/Penggugat (DR)-lah yang 

melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana, yaitu 

memberikan keterangan palsu terkait batas-batas tanah tersebut dengan 

menunjuk bahwa tanah mana berada di dalam hamparan dan terimpit 

tanah milik Penggugat (DR)/Tergugat (DK). 

13. Bahwa lebih jauh lagi, sebagaimana Kita ketahui bersama bahwa 

penunjukan dan penetapan batas-batas merupakan faktor penentu dalam 

hal pengukuran sebidang tanah, halmana harus menyertakan dan 

mendapat persetujuan dari para pemilik tanah yang berbatasan langsung 

dengan tanah yang diukur. Oleh karenanya, seandainya benar 

berdasarkan hasil pengukuran bahwa tanah milik Tergugat 

(DR)/Penggugat (DK) memang berada di dalam hamparan tanah milik 

Penggugat (DR)/Tergugat (DK), quod non, Penggugat (DR)/Tergugat (DK) 

men- soomer Tergugat (DR)/Penggugat (DK) untuk membuktikan adanya 

penyertaan dan persetujuan dari pemilik tanah yang pada saat itu 

berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat (DR)/Penggugat (DK) 

tersebut. 

14. Bahwa dikaitkan dengan waktu penerbitan sertifikat hak milik dan surat 

ukur, dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

menyatakan sebagai berikut: 

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.143/K/Pdt/2015 

tanggal 27 November 2015, pertimbangan hukum Majelis Hakim 

menyatakan "... bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 

(dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa 

sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan 

hukum”; 
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b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.143/K/Pdt/2015 

yang ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No.290/K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.143 PK/Pdt/2016 tanggal 19 

Mei 2016 menyebutkan 

“Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat 

adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu... 

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.734 PK/Pdt/2017 

terdapat pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan “Bahwa 

jika ditemukan adanya 2 akta otentik maka berlaku kaedah sertifikat 

yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum....”. 

15. Bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia di atas, kemudian muncul Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia No. 5/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa “Jika 

terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-

sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang 

terbit lebih dahulu. ” Dengan demikian, jelas bahwa Sertifikat Hak Milik atas 

nama Penggugat (DR)/Tergugat (DK)-lah sebagai bukti yang paling kuat. 

16. Bahwa selain itu, sejak Penggugat (DR)/Tergugat (DK) memiliki 2 (dua) 

bidang tanah tersebut, hingga saat ini di salah satu sisi bangunan yang 

berdiri di atas tanah mana terpasang panel meteran listrik yang diklaim 

sebagai milik Tergugat (DR)/Penggugat (DR) yang masih beroperasi, 

bahkan menyita sebagian sisi bangunan seluas 2.200M2 (dua ribu dua 

ratus Meter persegi). Tidak hanya tanpa ijin dari Penggugat (DR)ZTergugat 

(DK) selaku pemilik tanah dan bangunan, terpasangnya panel meteran 

listrik mana jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat 

(DR)/Tergugat (DK) karena tidak dapat memanfaatkan bangunan mana 

secara maksimal, bahkan harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan 

dan pengamanan, termasuk menanggung resiko yang mungkin timbul 

kapan saja, misalnya kebakaran atau lainnya, yang keseluruhannya 

Penggugat (DR)/Tergugat (DK) nilai sebagai kerugian materiil. 

17. Bahwa perkara a quo telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran Penggugat 

(DR)/Tergugat (DK), juga mengakibatkan jatuhnya kredibilitas dan 

eksistensi Penggugat (DR)/Tergugat (DK) khususnya di mata penyewa 

tanah dan bangunan yang selalu mensyaratkan tidak memiliki persoalan 

hukum apapun, termasuk resiko yang mungkin timbul akibat terpasangnya 

panel meteran listrik Tergugat (DR)/Penggugat (DK), Penggugat 

(DR)/Tergugat (DK) nilai sebagai kerugian immateriil. 
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18. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita Penggugat (DR)/Tergugat (DK) 

adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

Tergugat (DR)/Penggugat (DK) dan terpasangnya panel meteran listrik 

milik Tergugat (DR)/Penggugat (DK) di salah satu sisi bangunan yang 

berada di atas tanah milik Penggugat (DR)/Tergugat (DK) tanpa seijin 

Penggugat (DR)/Tergugat (DK), sehingga secara hukum Tergugat 

(DR)/Penggugat (DK) harus bertanggung jawab untuk mengganti segala 

kerugian yang diderita Penggugat (DR)/Tergugat (DK) dengan total Rp. 

100.695.087.724,00 (seratus milyar enam ratus sembilan puluh lima juta 

delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat Rupiah), yang apabila 

diperinci adalah sebagai berikut: 

a. biaya penggunaan salah sisi bangunan milik Penggugat (DR)/Tergugat 

(DK) seluas 2M2 (dua Meter persegi) tempat terpasangnya panel 

meteran listrik milik Tergugat (DR)/Penggugat (DK) selama 9 (sembilan) 

tahun terhitung sejak awal Penggugat (DR)/Tergugat (DK) memiliki tanah 

dan bangunan dimaksud sebesar Rp.1.022.724,00 (satu juta dua puluh 

dua ribu tujuh ratus dua puluh empat Rupiah), dengan perincian Rp. 

113.636,00/tahun x 9 tahun; 

b. biaya pengkondisian awal pada tahun 2014 yang dilakukan karena 

kondisi panel meteran listrik mana beresiko tinggi sebesar 

Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), dengan perincian: 

- upah 2 (dua) orang teknisi sebesar Rp.600.000,00/hari; 

- lama pengerjaan selama 5 (lima) hari; 

c. biaya upah teknisi selama panel meteran listrik milik Tergugat 

(DR)/Penggugat (DK) berada di lokasi tanah dan bangunan milik 

Penggugat (DR)/Tergugat (DK), sebesar Rp.378.000.000,00 (tiga ratus 

tujuh puluh delapan juta Rupiah), dengan perincian: 

- upah 1 (satu) orang teknisi sebesar Rp.3.500.000,00/bulan; 

- masa kerja teknisi selama 9 (sembilan) tahun; 

d. biaya pembersihan sampah daun yang akar pohonnya berada di tanah 

milik Tergugat (DR)/Penggugat (DK) sebesar Rp.313.065.000,00 (tiga 

ratus tiga belas juta enam puluh lima ribu Rupiah), dengan perincian: 

- upah 1 (satu) orang tukang kebun sebesar Rp.2.898.750,00/bulan; 

- masa kerja teknisi selama 9 (sembilan) tahun; 

e. kerugian immateriil senilai Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar 

Rupiah) 

(Kerugian ini akan bertambah besar dan harus dihitung hingga perkara ini 

diputus sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan pasti (in 
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kracht van gewijsde)). 

19. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi Penggugat 

(DR)/Tergugat (DK) tidak sia-sia (iUusoir), Tergugat (DR)/Penggugat (DK) 

akan membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat 

(DR)/Tergugat (DK) di atas, dan agar selama proses pemeriksaan perkara 

ini berlangsung Tergugat (DR)/Penggugat (DK) tidak mengalihkan seluruh 

harta kekayaannya sampai ada putusan perkara yang mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde), beralasan hukum 

apabila Penggugat (DR)/Tergugat (DK) mohon Putusan Provisi kepada 

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan 

(conservatoir beslag) terhadap seluruh harta kekayaan, baik bergerak 

maupun tidak bergerak, milik Tergugat (DR)/Penggugat (DK), yang hingga 

kini telah diketahui yaitu: 

a. tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.1351/Desa 

Sayati, terletak di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten 

Bandung, Provinsi Jawa Barat; 

b. bangunan yang berdiri di atas tanah hak milik sebagaimana tercantum 

dalam Sertifikat Hak Milik No.1351 /Desa Sayati, terletak di Desa Sayati, 

Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat; 

c. panel meteran listrik yang terpasang di salah satu sisi bangunan yang 

berada di atas tanah milik Penggugat (DR)/Tergugat (DK). 

20. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti 

otentik yang telah memenuhi Pasal 180 HIR, maka Penggugat 

(DR)/Tergugat (DK) mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan 

terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun timbul upaya hukum 

lain. 

21. Bahwa kiranya beralasan hukum apabila Penggugat (DR)/Tergugat (DK) 

mohon agar Tergugat (DR)/Penggugat (DK) dihukum membayar uang 

paksa (dwang som) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap 

harinya, setiap kali Tergugat (DR)/Penggugat (DK) melalaikan bunyi 

putusan perkara ini. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut: 

DALAM PROVISI: 

Menolak Tuntutan Dalam Provisi seluruhnya. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Blb 

 

DALAM EKSEPSI: 

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya. 

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 

DALAM POKOK PERKARA 

DALAM KONVENSI 

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan 

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. 

DALAM REKONVENSI: 

DALAM PROVISI: 

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) 

terhadap seluruh harta kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, milik 

Tergugat (DR)/Penggugat (DK), yang hingga kini telah diketahui yaitu: 

a. tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1351 /Desa 

Sayati, terletak di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, 

Provinsi Jawa Barat; 

b. bangunan yang berdiri di atas tanah hak milik sebagaimana tercantum dalam 

Sertifikat Hak Milik No. 1351/Desa Sayati, terletak di Desa Sayati, 

Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat; 

c. panel meteran listrik yang terpasang di salah satu sisi bangunan yang 

berada di atas tanah milik Penggugat (DR)/Tergugat (DK). 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat (DR)/Tergugat (DK) untuk 

seluruhnya. 

2. Menyatakan sah jual beli dan balik nama atas 2 (dua) bidang tanah 

sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.696/Desa Sayati, 

yang terletak di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, 

Provinsi Jawa Barat, atas nama Penggugat (DR)/Tergugat (DR) dan 

Sertipikat Hak Milik No.1305/Desa Sayati, yang terletak di Desa Sayati, 

Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas 

nama Penggugat (DR)/Tergugat (DR). 

3. Menyatakan tidak sah penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1598/Desa Sayati, 

tertanggal 21 Desember 1999, dengan Surat Ukur No.00069/1999, 

tertanggal 10 November 1999, atas nama Tergugat (DR)/Penggugat (DK). 

4. Menghukum Tergugat (DR)/Penggugat (DK) untuk membayar ganti rugi 

kepada Penggugat (DR)/Tergugat (DK) secara seketika dan sekaligus 

sebesar Rp. 100.695.087.724,00 (seratus milyar enam ratus sembilan puluh 
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lima juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat Rupiah), 

dengan perincian sebagai berikut : 

biaya penggunaan salah sisi bangunan milik 

Penggugat (DR)/Tergugat (DK) seluas 2.200M2 tempat terpasangnya panel 

meteran listrik milik Tergugat (DR)/Penggugat (DK)..Rp. 1.022.724,00 

biaya pengkondisian awal pada tahun 2014 

yang dilakukan karena kondisi panel meteran listrik milik Tergugat 

(DR)/Penggugat (DK) beresiko tinggi…………….Rp.      3.000.000,00 

biaya upah teknisi selama panel meteran listrik milik Tergugat 

(DR)/Penggugat (DK) berada di lokasi tanah dan bangunan milik 

Penggugat (DR)/Tergugat (DK)…………..……….Rp. 378.000.000,00 

biaya pembersihan sampah daun yang akar pohonnya berada di tanah milik 

Tergugat (DR)/ Penggugat(DK) ……….........….…Rp. 313.065.000,00 

Kerugian immaterial ………………………………..Rp100.000.000.000,-  + 

     TOTAL Rp.100.695.087.724,00 

• Kerugian ini akan bertambah besar dan harus dihitung hingga perkara ini 

diputus sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan pasti 

(in kracht van gewijsde)). 

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu 

(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya hukum lain. 

6. Menghukum Tergugat (DR)/Penggugat (DK) membayar uang paksa (dwang 

som) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya, setiap 

kali Tergugat (DR)/Penggugat (DK) melalaikan bunyi putusan perkara ini. 

7. Menghukum Tergugat (DR)/Penggugat (DK) untuk membayar seluruh biaya 

perkara yang timbul akibat adanya Gugatan Rekonvensi ini. 

SUBSIDAIR: 

8. Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et 

bono). 

 Jawaban Turut Tergugat : 

DALAM PERKARA : 

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat kemukakan adalah merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; 

2. Bahwa yang menjadi obyek perkara aquo sebagaimana didalilkan 

Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 1598, Surat ukur Tanggal 10 

November 1999 No. 00069/1999, luas 137 m² yang diterbitkan pada tanggal 

21 Desember 1999, tercatat atas nama LANI PURNAMAWATY 

PANDUWIHARDJA, terletak di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, 

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat; 
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3. Bahwa untuk menjadi permasalahannya, maka Turut Tergugat akan 

menjelaskan riwayat penerbitan obyek perkara aquo sebagai berikut : 

Sertifikat Hak Milik No. 1598/Desa Sayati 

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1598/Desa Sayati semula berasal dari : 

a. Sertifikat Hak Milik No. 37/Desa Sayati, terbit tanggal 6 Maret 1976, 

gambar Situasi No. 1250/1975, luas 15.5950 m², tercatat atas nama I 

Sujatno dan I Muljo, berasal dari Persil 10.S.III Kohir No. 2349, kemudian 

tanah tersebut beralih kepada Onny Partawidjaja, Bahwa selanjutnya 

dipecah menjadi : 

1) Sertifikat Hak Milik No. 325/Desa Sayati, seluas 12.800 m². 

2) Sertifikat Hak Milik No. 324/Desa Sayati, seluas 3.150 m², atas nama 

Onny Partawidjaj. 

Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 10 Oktober 1987 

No. 493/329/day/JB/87 yang dibuat oleh dan dihadapan APIT W., SH. 

Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan 

Dayeuhkolot, tanah tersebut dijual kepada LANI PURNAMAWATY, 

kemudian dipecah menjadi : 

- Sertifikat Hak Milik No. 696/Desa Sayati. 

- Sertifikat Hak Milik No. 697/Desa Sayati, atas nama Lani 

Purnamawaty dahulu bernama Phan Fong Lan. 

Bahwa kemudian dimohon penggantian sertifikat dan diterbitkan : 

b. Sertifikat Hak Milik No.1351/Desa Sayati, terbit tanggal 11 Desember 

1997, surat ukur tanggal 26 November 1997 No. 1327/1997, luas 2.167 

m², atas nama Lani Purnamawaty dahulu bernama Phan Fong Lan. 

Bahwa kemudian dipecah menjadi : 

-  Sertifikat Hak Milik No. 1597/Desa Sayati, seluas 2.030 m². 

- Sertifikat Hak Milik No.1598/Desa Sayati, terbit tanggal 21 Desember 

1999, tercatat atas nama Lani Purnamawaty Panduwihardja (Phan 

Fong Lan), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 10 

November 1999 No. 00069/1999, luas 137 m². 

Bahwa berdasarkan data yang ada, Sertifikat Hak Milik No. 1598/Desa 

Sayati, berada diantara Sertifikat Hak Milik No.696/Desa Sayati (berbatasan 

sebelah utara) dan Sertifikat Hak Milik No. 1305/Desa Sayati (berbatasan 

sebelah selatan).   

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas dan disertai dasar-

dasar hukum yang mendasari alasan-alasan tersebut, mohon kiranya Majelis 

Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo, berkenan : 

Dalam Eksepsi : 
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- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara : 

- Menyerahkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya kepada Bapak Ketua 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex aquo et bono). 

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat 

telah mengajukan replik I pada tanggal 22 Januari 2020 dan Tergugat telah 

mengajukan duplik pada tanggal 12 Februari 2020 dan Turut Tergugat telah 

mengajukan duplik tanggal  28 Januari 2020; 

Menimbang, bahwa atas adanya eksepsi mengenai kompetensi  

mengadili relatif yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana terdapat 

dalam jawaban Tergugat di atas, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sela pada tanggal 24 Februari 2020 dengan amar putusan sebagai 

berikut : 

M E N G A D I L I 

1. Menolak eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat tersebut; 

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa 

dan mengadili perkara Nomor 225/Pdt.G/2019/PN.Blb.; 

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 

Nomor 225/Pdt.G/2019/PN.Blb. tersebut ; 

4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Sidang 

Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa dalam perkara aquo pada tanggal 

24 April 2020 dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang 

dalam Berita Acara Sidang Nomor 225/Pdt.G/2019/PN.Blb. tanggal 24 April 2020;    

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya 

Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : 

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik : 1598 yang terletak Desa di Desa sayati Kec. 

Margahayu Kota Bandung atas nama LANY PURNAMAWATY 

PANDUWIHARDJA (PHANFONG LAN), selanjutnya diberi tanda P-1; 

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1597  yang terletak di Desa sayati Kec. 

Margahayu Kota Bandung atas nama LANY PURNAMAWATY 

PANDUWIHARDJA (PHANFONG LAN), selanjutnya diberi tanda P-2; 

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan 

atas nama PT Umitra tertanggal 02 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3; 

4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, tertanggal 19 juli 

2019, selanjutnya diberi tanda P-4; 
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5. Fotokopi Surat Permohonan dari Tedy Buntaram, Tertanggal 24-2-2016, 

selanjutnya diberi tanda P-5; 

6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Mochamad Ilham, selanjutnya diberi  tanda P-6; 

7. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Antara Penggugat Dan Tergugat, 

selanjutnya diberi  tanda P-7; 

8. Fotokopi Surat Permohonan dari Tergugat, tertanggal 30 September 2016, 

selanjutnya diberi  tanda P-8; 

9. Fotokopi Surat Pengaduan Ke Bapak Kapolres Bandung, tertanggal 31 

Maret 2020, selanjutnya diberi  tanda P-9; 

10. Fotokopi Resi Pengiriman JNE tertanggal 01 April 2020 ke alamat Polres 

Bandung, selanjutnya diberi  tanda P-10; 

11. Fotokopi Surat Pengaduan tertanggal 31 Maret 2020 ke Polsek Margahayu, 

selanjutnya diberi  tanda P-11; 

12. Fotokopi Resi Pengiriman JNE tertanggal 01 April 2020 ke alamat Polsek 

Margahayu, selanjutnya diberi  tanda P-12; 

13. Fotokopi Surat Pengaduan tertanggal 31 Maret 2020 ke kantor Kecamatan 

Margahayu, selanjutnya diberi  tanda P-13; 

14. Fotokopi Resi Pengiriman JNE tertanggal 31 April 2020 ke alamat 

Kecamatan Margahayu, selanjutnya diberi  tanda P-14; 

15. Fotokopi Surat Pengaduan tertanggal 31 Maret 2020 ke kantor Desa Sayati, 

selanjutnya diberi  tanda P-15; 

16. Fotokopi Resi Pengiriman JNE tertanggal 01 April 2020 ke alamat kantor 

Desa Sayati, selanjutnya diberi  tanda P-16; 

17. Fotokopi Surat Pengaduan tertanggal 31 Maret 2020 ke RW.01 Desa Sayati, 

selanjutnya diberi  tanda P-17; 

18. Fotokopi Surat Tanda Terima dari RW. 01 Desa Sayati, selanjutnya diberi  tanda P-

18; 

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas telah diberi 

materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga 

merupakan alat bukti yang dapat diterima dan sah dalam perkara ini yang  

selanjutnya dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya 

dalam perkara ini, kecuali untuk bukti P-2  P-5, P-6, P-9, P-11, P-13, P-15, P-17 

yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang 

saksi dan1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan pada pokoknya 

sebagai berikut : 

1. Saksi SUNARNO, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :  
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat 

dan Turut Tergugat, dimana saksi bekerja di bagian produksi pada  

perusahan yang dimiliki oleh Penggugat dari tahun 1993 hingga saat ini; 

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yang saat ini dipermasalahan dari Pa 

Tedy Buntaram sebagai suami dari pemilik awal tanah obyek sengketa yakni 

Penggugat, namun tidak tahu persis letaknya;   

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Pa Tedy Buntaram tinggal di 

perusahan yang saat ini saksi masih bekerja; 

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Pa Tedy Buntaram sertifikat 

tanah obyek sengketa (bukti P-1) yang berdiri sendiri tidak menyatu 

dengan obyek tanah lainnya atau yang diagunan ke bank oleh Pa Tedy; 

- Bahwa saksi dekat dengan Pa Tedy Buntaram karena saksi saat mulai 

bekerja pada tahun 1993, tidak banyak karyawan yang ada dan 

perusahan belum lama berdiri dan saksi dipercaya oleh Pa Tedy 

Buntaram saat itu secara langsung tanpa diketahui oleh karyawan yang 

lainnya, sehingga Pa Tedy banyak bercerita tentang perusahaan dn juga  

tanah obyek sengketa yang berada dibelakang perusahaan;   

- Bahwa saat itu Pa Tedy Buntaram pernah memberitahukan kepada saksi 

tentang obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh pihak lain tanpa hak 

dan juga pernah berupaya untuk menyeselaikan permasalahan tersebut 

secara baik-baik, namun tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat 

yang sebagai pembeli dari tanah obyek sengketa; 

- Bahwa Pa Tedy Buntaram juga pernah mengatakan kepada saksi mau 

menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat, namun Tergugat tidak 

mau; 

- Bahwa setahu saksi, di atas tanah obyek sengketa telah berdiri benteng 

tembok pagar setinggi 3 meter yang mengelilingi tanah obyek segketa 

dan tanah lainnya yang berbatasan dan masuk dalam lingkungan pagar 

tembok tersebut; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun tembok pagar 

yang mengelilingi tanah obyek sengketa dan obyek tanah lainnya yang 

berada dalam tembok pagar tersebut; 

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditemui oleh pihak Pa Tedy Buntaram 

untuk menyelesaikan permasalahan tanah obyek sengketa; 

- Bahwa setahu saksi di tengah-tengah tanah obyek sengketa terdapat 

panel listrik yang mengaliri kebutuhan listrik untuk perusahan dimana 

saksi bekerja saat ini; 
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- Bahwa saksi pernah melihat panel listrik untuk mengaliri listrik ke 

perusahan yang letaknya berada dibelakang perusahaan tempat saksi 

bekerja sejak saksi masuk bekerja hingga saat ini; 

- Bahwa panel listrik tersebut tetap milik perusahan saksi bekerja dan 

menurut Pa Tedy Buntaram panel listrik tersebu berada di atas tanah 

milik Pa Tedy Buntaram yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa dan 

dikuasai oleh pihak lain;  

- Bahwa saksi pernah melihat saluran air atau gorong-gorong kecil yang 

berada di lokasi tanah obyek sengketa, namun siapa yang membangun 

atau siapa pemilik saluran air tersebut, saksi tidak mengetahuinya; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik tanah yang berbatasan 

langsung dengan tanah obyek sengketa, baik disamping kiri, kanan, atau 

belakang; 

- Bahwa saksi mengetahui tanah serta bangunan yang ada dibelakang 

perusahan tempat saksi bekerja pernah dijaminkan oleh Pa Tedy 

Buntaram ke bank dan setahu saksi sudah lama disita oleh bank karena 

Pa Tedy Buntaram tidak sanggup membayar cicilan kredit banknya; 

- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan bangunan milik Pa Tedy Buntaram 

yang dulunya pernah dijadikan agunan kredit di bank; 

- Bahwa saat ini di tanah obyek sengket telah beroperasi perusahan alat 

kesehatan, namun saksi tidak mengetahui apakah perusahan kesehatan 

tersebut sebagai pemiliknya atau hanya menyewa saja; 

- Bahwa antara perusahan saksi bekerja dan perusahan alat kesehatan 

masing-masing mempunyai pos satpam dan jalan masuk ke perusahan 

yang berbeda; 

- Bahwa untuk menaikan panel listrik yang berada di belakang perusahan 

tempat saksi bekerja harus melewati pos satpam perusahan alat 

kesehatan tersebut dan tidak ada jalan lainnya; 

- Bahwa bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa telah ada 

sejak saksi masuk bekerja di perusahan milik Penggugat; 

- Bahw saksi pernah melihat ada kedatangan petugas dari BPN, namun 

saksi tidak mengetahui untuk tujuan apa petugas BPN tersebut datang; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah yang menjadi 

agunan milik Pa Tedy Buntaram yang sebelumnya telah disita oleh pihak 

bank; 

2. Saksi POPI PUSPITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: 
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat 

dan Turut Tergugat, dimana saksi bekerja di bagian administrasi di 

perusahan milik Penggugat dari tahun 1998 hingga tahun 2018; 

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yang saat ini dipermasalahan dari 

cerita Pa Tedy Buntaram sebagai suami dari Penggugat, namun tidak tahu 

persis letaknya;   

- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa dari kata Pa Tedy Buntaram adalah 

yang di atasnya ada panel listrik untuk mengaliri listrik perusahan saksi bekerja 

saat itu;  

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Pa Tedy Buntaram sertifikat 

tanah obyek sengketa; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis batas-batas tanah obyek 

sengketa; 

- Bahwa Pa Tedy Buntaram pernah memberitahukan kepada saksi 

tentang obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh pihak lain tanpa hak 

yang berada di belakang perusahan milik Pa Tedy Buntaram atau 

Penggugat dan juga pernah menceritakan telah berupaya untuk 

menyeselaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, namun tidak 

ditanggapi oleh pihak yang mengausai tanah obyek sengketa tersebut; 

- Bahwa Pa Tedy Buntaram juga pernah mengatakan kepada saksi mau 

menjual tanah obyek sengketa kepada pihak yang menguasainya, 

namun tidak ada tanggapan; 

- Bahwa setahu saksi, di atas tanah obyek sengketa telah berdiri benteng 

tembok pagar setinggi 3 meter yang mengelilingi tanah obyek sengketa 

dan tanah lainnya yang berada dalam pagar tembok; 

- Bahwa pagar tembok keliling tersebt sudah ada sejak saksi pertama 

bekerja pada tahun 2009, namun saksi tidak mengetahui siapa yang 

membangun tembok pagar yang mengelilingi tanah obyek sengketa dan 

obyek tanah lainnya yang berada dalam tembok pagar tersebut; 

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditemui oleh pihak Pa Tedy Buntaram 

untuk menyelesaikan permasalahan tanah obyek sengketa; 

- Bahwa saksi beberapa kali pernah menaikan panel listrik untuk mengaliri 

listrik ke perusahan saksi bekerja saat itu, dan untuk sampai ke panel 

lsitrik tersebut harus melewati pos satpam perusahaan lain; 

- Bahwa panel listrik tersebut milik perusahan saksi bekerja karena panel 

tersebut mengaliri listrik perusahaan dimana saksi bekerja, namun 

letaknya dibelakang perusahan saksi bekerja dan berada di tengah-

tengah perusahaan lain; 

Disclaimer
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- Bahwa saksi pernah melihat ruangan yang ada dibelakang panel listrik 

tersebut dan ruangan tersebut dijadikan semacam gudang untuk 

menaruh barang-barang milik perusahaan tersebut; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat saluran air atau gorong-gorong kecil 

yang berada di lokasi tanah obyek sengketa; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik tanah yang berbatasan 

langsung dengan tanah obyek sengketa, baik disamping kiri, kanan, atau 

belakang; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tanah serta bangunan milik Pa 

Tedy Buntaram yang menjadi agunan di bank; 

- Bahwa saat ini di tanah obyek sengket telah beroperasi perusahan alat 

kesehatan, namun saksi tidak mengetahui apakah perusahan kesehatan 

tersebut sebagai pemiliknya atau hanya sekedar menyewa saja; 

- Bahwa antara perusahan milik Penggugat dan perusahan alat kesehatan 

saat ini, masing-masing mempunyai pos satpam dan jalan masuk ke 

perusahan masing-masing yang berbeda; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kedatangan petugas dari BPN, 

untuk tujuan mengukur tanah yang menjadi agunan dari Pa Tedy 

Buntaram; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah yang menjadi 

agunan milik Pa Tedy Buntaram oleh pihak bank; 

3. Saksi FERY HADIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat 

dan Turut Tergugat, dimana saksi pernah bekerja di bagian perawatan 

mesin di perusahan milik Penggugat dari tahun 2010 hinga tahun 2016; 

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yang saat ini dipermasalahan dari Pa 

Tedy Buntaram sebagai suami dari Penggugat;   

- Bahwa setahu saksi, Pa Tedy Buntaram pernah menceritakan tanah obyek 

sengketa adalah tembok yang ada panel listrik untuk mengaliri listrik perusahan 

saksi bekerja saat itu, tetapi tidak tahu batas-batas persisnya;  

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Pa Tedy Buntaram sertifikat 

tanah obyek sengketa; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis batas-batas tanah obyek 

sengketa; 

- Bahwa Pa Tedy Buntaram pernah memberitahukan kepada saksi 

tentang obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh pihak lain tanpa hak 

yang berada di belakang perusahan milik Pa Tedy Buntaram dan juga 

pernah menceritakan telah berupaya untuk menyeselaikan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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permasalahan tersebut secara baik-baik, namun tidak ditanggapi oleh 

pihak yang memiliki tanah obyek sengketa; 

- Bahwa setahu saksi, di atas tanah obyek sengketa telah berdiri benteng 

tembok pagar yang mengelilingi tanah obyek sengketa dan tanah lainnya 

yang berada dalam tembok tersebut dengan tinggi tembok 3 meter; 

- Bahwa tembok pagar keliling tersebut sudah ada sejak saksi pertama 

bekerja pada tahun 2010 yang lalu; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun tembok pagar 

tersebut; 

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditemui oleh pihak Pa Tedy Buntaram 

untuk menyelesaikan permasalahan tanah obyek sengketa; 

- Bahwa saksi tahu ada panel listrik untuk mengaliri listrik ke perusahan 

saksi bekerja saat itu dan untuk sampai ke panel lsitrik tersebut harus 

melewati pos satpam perusahaan lain; 

- Bahwa panel listrik tersebut milik perusahan saksi bekerja karena panel 

tersebut mengaliri listrik ke perusahaan dimana saksi bekerja; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik tanah yang berbatasan 

langsung dengan tanah obyek sengketa, baik disamping kiri, kanan, atau 

belakang; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah serta bangunan milik Pa Tedy 

Buntaram yang dijadikan agunan kredit ke bank; 

- Bahwa antara perusahan tempat saksi bekerja dan perusahan lain yang 

berada di belakang mempunyai pos satpam dan jalan masuk ke 

perusahan masing-masing yang berbeda; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kedatangan petugas dari BPN, 

untuk tujuan mengukur tanah yang menjadi agunan dari Pa Tedy 

Buntaram; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah milik Pa Tedy 

Buntaram yang dijadikan agunan ke bank; 

4. Saksi TETTY INDRAWATY, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat 

dan Turut Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan 

Penggugat; 

- Bahwa saksi bekerja perusahan penawaran aset rumah dan lainnya di PT 

EraBandung sejak tahun 1996; 

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa, namun belumpernah 

melihat secara langsung; 

Disclaimer
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- Bahwa saksi pernah beberapa kali menjual tanah atau rumah atau ruko yang 

berada didekat tanah obyek sengketa atau berada di satu jalan dengan tanah  

obyek sengketa;   

- Bahwa saksi 5 bulan yang lalu pernah menjual tanah yang berjaarak ± 100 m 

dari beberapa buah ruko yang berjarak ± 200 m dari tanah obyek sengketa; 

- Bahwa untuk harga tanah yang pernah saksi jual tersebut adalah Rp 

27.000.000,- / m² dan untuk ruko atau untuk bangunan seharga Rp 5.000.000,- / 

m²;  

- Bahwa untuk harga sewa ruko yang berada didekat tanah obyek 

sengketa seharga Rp Rp 150.000.000,- /  tahun; 

- Bahwa untuk harga sewa tersebut dihitung sekitar 3% s/d 5% dari harga properti 

yang ada didaerah terebut; 

- Bahwa untuk harga jual atau sewa tersebut tidak didasarkan kepada NJOP (nilai 

jual obyek pajak) akan tetapi didasarkan kepada harga pasar yang ada; 

- Bahwa harga tanah atau bangunan yang berjarak ± 100 meter dari lokasi tanah 

obyek sengketa dapat dijadikan acuan atau patokan untuk harga tanah atau 

bangunan dari tanah obyek sengketa; 

- Bahwa untuk harga tanah atau bangunan yang berada di Jalan Raya 

Kopo (TKI) memiliki harga yang berbeda-beda tergantung kepada 

daerah komersil, tanah kosong atau ada bangunan, berada didepan 

jalan atau dibelakang jalan dan lain-lain; 

- Bahwa untuk harga tanah dan bangunan di Jl. Kopo menekati RS 

Imanuel atau Jl. Soekarno Hatta memiliki harga lebih tinggi daripada 

mendekati ke arah Sayati; 

- Bahwa semua agen property memiliki mekanisme panaksiran harga 

yang sama dengan mempergunakan data harga pembanding serta 

harga pasar yang wajar; 

- Bahwa faktor-faktor yang dapat menurunkan nilai jual dari tanah atau 

bangunan di lokasi yang sama samapai 50% adalah ada tidaknya akses 

masuk, dikuasai oleh pihak lain, kepemilikan tanah tersebut hanya girik / 

kekitir/ leter c, adanya tower listrik tegangan tinggi, kuburan, bentuk 

tanah, diatas tanah tersebut tidak dapat didirikan bangunan, dan lain-

lain; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah obyek sengketa serta 

proses peralihan yang ada dari tanah milik Penggugat yang menjadi 

agunan di bank; 

5. Ahli ALOYSIUS JONI MINULYO, SH., MH., dibawah sumpah pada 

pokoknya menjelaskan sebagai berikut : 
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- Bahwa ahli sebelumnya tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan 

Turut Tergugat; 

- Bahwa pengertian tentang sertifkat hak milik atas tanah adalah surat tanda bukti 

hak atas tanah yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah 

oleh instansi pemerintahan yang mempunyai kewenangan di bidang pertanahan 

ditempat tanah itu berada; 

- Bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah secara yuridis 

bersumber pada ketentuan tentang pendataan tanah yang didalamya mengatur 

2 hal yakni : pendaftaran tanah untuk pertama kali (sama sekali belum pernah 

didaftrkan) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintanence) terhadap 

tanah yang sudah bersertifikat; 

- Bahwa untuk proses pendaftaran pertama kali ada 3 tahapan, yakni : melihat 

lokasi tanah (peta dasar dalam pendaftaran tanah) untuk melihat lokasi tanah 

berada di Desa / Kota / Kabupaten dimasud, selanjutnya penetapan batas 

bidang tanah yang dilakukan oleh petugas ukur dari BPN, dan terakhir 

pengukuran dan pemetaan yang tercatat dalam nomer registrasi; 

- Bahwa pembuktian hak dari suatu sertifikat hak atas tanah mempunyai 

pengertian pembuktian terhadap hak baru (Hak Milik, HGB, HGU, dll) dan hak 

lama yang masih ada sampai saat ini adalah konversi dari hak atas nama adat 

bisa dari girik, akta wakaf dan sebagainya asalkan ada hitam diatas putihnya 

dan pengakuan dari yang bersangkutan sudah menempati tanah tersebut dari 

orang tuanya selama 20 tahun berturut-turut tanpa ada yang keberatan serta 

dengan itikad baik; 

- Bahwa tahapan terakhir dari sebeum penerbitan suatu sertifikat adalah 

pengumuman data fisik dan data yuridis secara sistematis selama 30 hari, 

sedangkan untuk secara sporadis selama 60 hari, dan bila ada sanggahan dari 

pihak lain, maka akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, bila 

tidak bisa baru diberikan surat untuk diselesaikan melalui jalur hukum di 

Pengadilan; 

- Bahwa pengertian kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 

PP No. 24 tahun 1997 haruslah dilihat terlebih dahulu pada ayat (1) dari PP 

tersebut, dimana pengertian dari Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 

menyebutkan sertifikat berkedudukan sebagai alat bukti yang kuat dan data 

yang ada di dalam sertifikat dianggap data yang benar selama tidak ada pihak 

lain yang membuktikan sebaliknya atau dengan kata lain pembuktian sertifkkat 

berkaitan dengan permasalahan publikasi; 

- Bahwa dalam hukum agraria tertang publikasi sertifkat ada 2 macam, yakni 

publikasi negatif (data fisik dan yuridis yang ada dalam sertifkat dianggap benar 
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selama tidaka ada pihak lain yang bisa membuktikan sebaliknya) dan publikasi 

positif (data yuridis dan fisik yang ada dalam sertifikat tidak bisa diganggu gugat), 

jika ada bukti lawan yang dapat menyanggah sebaliknya, maka negara yang 

akan membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan tersebut; 

- Bahwa syarat peralihan hak kepemilikan tanah harus memenuhi 2 syarat, yakni 

syarat materil yang berkaitan dengan subyek dan obyek dari tanah, subyek 

berkaitan dengan apakah dari subyeknya memiliki kewenangan untuk 

mengalihkan atau menerima peralihan hak dan tentang obyeknya bisa dialihkan 

atau tidak, dan syarat formil berkaitan dengan tata cara peralihan yang harus 

dibuktikan dengan akta peralihan dan selanjtnya kegiatan pendaftaran; 

- Bahwa terhadap tanah yang menjadi obyek agunan dari kredit sudah ditentukan 

secara spesifik dalam akta hak tanggungannya yang dibuktikan dengan sertifikat 

dari tanah yang diagunakan tersebut; 

- Bahwa apabila ada tanah milik seseorang yang dipakai atau dimanfatkan oleh 

pihak lai, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah pihak yang 

memanfatkannya sudah ada persetujuan terlebih dahulu atau belum, bila belum 

maka pihak yang memanfatkan tersebut bisa disebut melanggar hak orang lain; 

- Bahwa terhadap suatu tuntutan ganti kerugian harus dapat dibuktikan terlebih 

dahulu suatu pihak melangar hak dan kerugian yang nyata-nyata dialami baru 

kemudian bisa mengajukan tuntutan ganti ruginya; 

- Bahwa dalam proses pengukuran terhadap pendaftaran hak baru, maka apabila 

tidak ada persetujuan dari pemilik hak atas tanah yang berbatasan langsung 

atau tidak ada kata sepakat dari pemilik yang berbatasan langsung, maka 

petugas ukur BPN akan melaporkan hal tersebut ke pimpinan dan selanjutnya 

akan ditempuh upaya musyawarah mufakat dari pemohon hak baru dengan 

pemilik sebatasnya, bila tidak tercapai kata mufakat juga, maka akan dicatat dan 

disampaikan kepada yang berkeberatan untuk mengajukan persoalan tersebut 

ke Pengadilan dan proses pendaftaran akan dihentikan sementara waktu; 

- Bahwa pada saat pengukuran batas-batas tanah hak baru, bila petugas ukur 

tidak menjumpai pemilik sebatasnya, maka petugas ukur BPN akan membuat 

catatan tentang hal tersebut, dan proses pengukuran akan berjalan terus hingga 

tahapan pengumuman hingga jangka waktu 30 atau 60 hari sejak sertifikat 

diterbitkan; 

- Bahwa persetujuan untuk pemilik tanah sebatas dari pemohon hak baru harus 

diberikan secara langsung oleh semua pemilik tanah sebatas dari tanah yang 

dimohonkan penerbitan sertifikat dan tidak boleh diwakilkan atau diberikan oleh 

orang lain; 
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- Bahwa permasalah tentang kepemilikan suatu obyek tanah merupakan 

kewenangan PN, sedangkan PTUN tentang keabsahan dari suatu sertifikat 

yang telah diterbitkan; 

- Bahwa tentang penggabungan atas 2 sertifkat menjadi satu sertifikat akan 

menimbulkan suatu permasalah dalam data fisiknya yang berkaitan dengan 

letak, batas, dan lain-lain yang akan berubah, sehingga tidak pernah ada 

permohonan penggabungan sertifkat yang ada adalah permohonan 

pemecahan sertifkat;                       

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya,  

Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : 

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 696 yang terletak di Desa Sayati Kec. 

Margahayu Kota Bandung atas nama LANY PURNAMAWATY 

PANDUWIHARDJA (PHANFONG LAN), selanjutnya diberi tanda T-1; 

2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 1305  yang terletak di Desa Sayati Kec. 

Margahayu Kota Bandung atas nama LANY PURNAMAWATY 

PANDUWIHARDJA (PHANFONG LAN), selanjutnya diberi tanda T-2; 

3. Fotocopy Surat Izin Bangunan No 647/779/DPU KB/1989 Tertanggal 4 

Desember 1989 yang terletak Desa di Desa sayati Kec. Margahayu Kota 

Bandung atas nama LANY PURNAMAWATY PANDUWIHARDJA 

(PHANFONG LAN), selanjutnya diberi tanda T-3; 

4. Fotocopy Foto Panel Meteran Listrik milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-4; 

5. Fotocopy Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 

Haaman 427, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 2007, selanjutnya diberi 

tanda T-5; 

6. Fotocopy Surat pemberitahuaan Pajak Terhutang PBB tahun 2020 dengan Wajib 

Pajak atas nama Tergugat dengan obyek pajak beralamat di Jalan Kopo Bihul No. 

86 B Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda T-6; 

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas telah diberi 

materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga 

merupakan alat bukti yang dapat diterima dan sah dalam perkara ini yang  

selanjutnya dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya 

dalam perkara aquo; 

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang 

saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : 

1. Saksi AMIRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :  

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat 

serta Turut Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun 

pekerjaan dengan Tergugat; 
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- Bahwa saksi bekerja di PT Abadinusa Usaha Semesta dari tahun 2004 hingga 

saat ini di bagian gudang; 

- Bahwa PT Abadinusa bergerak di bidang alat kesehatan yang beralamat 

di Jl. Kopo Buhbul 86B; 

- Bahwa tanah dan bangunan yang saat ini dipakai oleh PT Abadinusa 

disewa dari pihak lain, namun saksi tidak tahu persis sejak kapan dan 

bagaimana isi perjanjian sewanya; 

- Bahwa pada tahun 2004 di Kopo Bihbul 86B dipakai oleh 3 perusahaan 

yakni PT Abadinusa Usaha, PT GI, dan PT Siaga Mitra, namun saat ini 

hanya dipakai oleh PT Abadinusa; 

- Bahwa setahu saksi, pemilik tanah dan bangunan yang disewa oleh PT 

Abadinusa adalah milik Tergugat, akan tetapi sejak kapan dan berapa 

luasnya, saksi tidak tahu; 

- Bahwa sejak saksi pertama kali bekerja di PT Abadinusa tidak pernah 

ada perubahan letak dan bentuk tanah dan bangunan tersebut; 

- Bahwa panel lsitrik milik Penggugat yang menempel di salah satu tiang 

bangunan milik Tergugat sudah ada sejak tahun 2004 dan hingga saat 

ini tidak pernah ada berubah tempatnya, hanya tutup panelnya saja yang 

berubah; 

- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang sejarah berdiri PT Abadinusa, 

susunan pemegang saham maupun susunan direkturnya; 

- Bahwa saksi pernah menerima surat yang dititipkan oleh Pa Tedy 

Buntaram agar disampaikan kepada pemilik tanah dan bangunan yang 

disewa oleh PT Abadinusa, tetapi karena saksi tidak mengetahui pemilik 

tanah dan bangunan yang disewa oleh PT Abadinusa, maka surat 

tersebut saksi berikan kepada HRD PT. Abadinusa; 

- Bahwa tanah dan bangunan yang disewa oleh PT Abadinusa berbatasan 

dengan pom bensin, PT Unitra dan Trisenta;    

- Bahwa saksi tidak tahu persis letak obyek sengketa; 

2. Saksi TARDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :  

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat 

serta Turut Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun 

pekerjaan dengan Tergugat; 

- Bahwa saksi bekerja di PT Abadinusa Usaha Semesta dari tahun 2015 hingga 

saat ini di bagian teknisi; 

- Bahwa PT Abadinusa bergerak di bidang alat kesehatan yang beralamat 

di Jl. Kopo Buhbul 86B; 
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- Bahwa tanah dan bangunan yang saat ini dipakai oleh PT Abadinusa 

disewa dari pihak lain, namun saksi tidak tahu persis sejak kapan dan 

bagaimana isi perjanjian sewanya; 

- Bahwa setahu saksi, pemilik tanah dan bangunan yang disewa oleh PT 

Abadinusa adalah Tergugat; 

- Bahwa sejak saksi pertama kali bekerja di PT Abadinusa tidak pernah 

ada perubahan letak dan bentuk tanah dan bangunan tersebut; 

- Bahwa sejak awal saksi bekerja, terdapat 2 panel lsitrik milik Penggugat 

yang menempel di salah satu tiang bangunan yang disewa oleh PT 

Abadinusa dan kedua panel tersebut hingga saat ini tidak pernah 

berubah tempatnya; 

- Bahwa kedua panel listrik tersebut tidak ada keterkaitan antara satu 

panel dengan panel yang lainnya; 

- Bahwa terdapat gorong-gorong yang hanya digunakan oleh PT 

Abadinusa yang gorong-gorong tersebut menyambung ke gor didepan 

atau ke jalan kopo; 

- Bahwa tanah dan bangunan yang disewa oleh PT Abadinusa erbatasan 

dengan pom bensin, PT Unitra dan Trisenta;      

- Bahwa saksi tidak tahu secara persis letak obyek sengketa; 

3.  Saksi Ir. H. M. SIRODZUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan :  

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan 

Penggugat serta Turut Tergugat; 

- Bahwa saksi pemilik tanah dalam SHM No. 696 / Desa Sayati dan SHM No. 

1305 Desa Sayati beserta bangunan yang ada di atasnya yang sudah ada 

pagar tembok yang mengelilinginya; 

- Bahwa kedua bidang tanah milik saksi tersebut terletak satu hamparan; 

- Bahwa saksi membeli tanah dan bangunan tersebut setelah melakukan 

engecekan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan hasil 

pengecekan data yuridis dan fisik tanah dari kedua SHM tersebut tidak 

ada yang tumpang tindih atau mengapit dengan tanah milik orang lain; 

- Bahwa saksi membeli tanah dan bangunan yang ada di kedua SHM 

tersebut dari Bank Bali pada bulan Mei 1997;; 

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bank Bali pernah meletakkan sita 

di atas tanah dan bangunan yang ada dalam kedua SHM tersebut; 

- Bahwa setelah saksi membeli tanah dan bangunan tersebut, Pa Tedy 

Buntaram pernah menyuruh seseorang untuk menemui anak buah saksi, 
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untuk menyampaikan bahwa ada tanah milik Pa Tedy Buntaram yang 

tumpang tindih dengan tanah milik saksi; 

- Bahwa terhadap adanya informasi tersebut, saksi meminta bukti-buktinya 

dan apabila benar, maka saksi akan menginformasikannya ke pihak 

bank Bali dan bila perlu akan membatalkan transaksi jual-beli denga 

bank Bali; 

- Bahwa sampai dengan saksi menjual kembali tanah dan bangunan yang 

ada dalam kedua SHM tersebut, Pa Tedy Buntaram tidak pernah 

menunjukan bukti apapun kepada saksi; 

- Bahwa setelah saksi membeli tanah dan bangunan dari bank Bali dan 

selama menguasainya hingga tahun 1999, tidak pernah ada pihak lain 

yang mempermasalah tanah dan bangunan tersebut; 

- Bahwa selama saksi memiliki tanah dan bangunan tersebut, tidak pernah 

ada perubahan tanah dan bangunan serta tembok pagar yang 

mengelilinginya; 

- Bahwa selama saksi menguasai tanah dan bangunan tersebut, ada satu 

panel listrik yang menempel disalah satu kaki tiang bangunan yang ada; 

- Bahwa akses keluar masuk dari tanah dan bangunan tersebut tidak 

pernah menggangu pihak lain;  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya,  Turut 

Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : 

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1598/Desa Sayati, Surat Ukur tangal 10 

Nopember 1999 No. 00069/1999 diterbitkan tanggal 21 Desember 1999 

seluas 137 m² tercatat atas nama Lani Purnamawaty Panduwihardja (Phan 

Fog Lan), selanjutnya diberi tanda TT-1; 

2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1351/Desa Sayati, Surat Ukur tangal 26 

Nopember 1997 No. 1327/1999 diterbitkan tanggal 11 Desember 1997 

seluas 2167 m² tercatat atas nama Lani Purnamawaty Panduwihardja (Phan 

Fog Lan), selanjutnya diberi tanda TT-2; 

3. Fotocopy Ploting Peta, selanjutnya diberi tanda TT-3; 

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas telah diberi 

materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga 

merupakan alat bukti yang dapat diterima dan sah dalam perkara ini yang  

selanjutnya dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya 

dalam perkara aquo; 

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan tidak megajukan 

bukti saksi;  
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Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat tidak 

mengajukan bukti-bukti lainnya dan masing-masing pihak telah mengajukan 

kesimpulan pada tanggal 9 Juli 2020, sehingga Majelis Hakim menilai 

pemeriksaan terhadap perkara ini telah dianggap selesai dan selanjutnya 

Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mohon Putusan kepada Majelis 

Hakim;  

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala 

sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan 

dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari putusan;  

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

 Dalam Eksepsi : 

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat terdapat dalil-dalil eksepsi 

yang bukan mengenai kewenangan mengadili (absolut atau relatif) yang pada 

pokoknya gugatan Penggugat tidak cermat atau kabur atau kekurangan pihak 

atau gugatan telah kadaluarsa dengan alasan-alasan eksepsi sebagai berikut : 

- Posisi tanah milik Penggugat yang dalam gugatan Penggugat dinyatakan 

berdekatan dengan tanah milik Tergugat atau posisi tanah milik Tergugat 

menghimpit tanah milik Penggugat., dimana arti kata menghimpit dilihat 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemui, yang ada adalah kata 

“mengimpit”, dimana kata dasar dari “menghimpit” adalah “impit” yang berarti 

menyesak, menindih (menekan), atau mengapit, sehingga dengan demikian 

tidak jelas apakah tanah milik Tergugat menyesak, menindih (menekan), 

atau mengapit tanah milik Penggugat. Terlebih lagi, menyesak, menindih 

(menekan), atau mengapit apabila dikaitkan dengan letak suatu bidang 

tanah, jelas-jelas memiliki arti yang sangat berbeda. 

- Bahwa sertifikat hak milik atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak pada 1 

(satu) hamparan telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat, sehingga 

hal tersebut membuktikan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 

pada tahun 2011 sebagai dasar peralihan hak tersebut telah sah dan sesuai 

dengan ketentuan hukum atau peralihan hak tidak mungkin terjadi apabila 

pada tanah yang menjadi obyeknya terjadi tumpang tindih hak kepemilikan 

dengan pihak lain, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah yang tegas mengatur bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah 

sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum 

yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata 
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menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu 

tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor 

Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 

Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat 

tersebut”. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat sudah lewat ianqka waktu 

(kedatuwarsa) dan Penggugat tidak dapat lagi mengajukan Gugatan 

terhadap Tergugat. 

- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 yang hanya menyatakan 

pada pokoknya bahwa posisi tanah milik Penggugat berdekatan dengan 

tanah milik Tergugat dan posisi tanah milik Tergugat menghimpit tanah milik 

Penggugat, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas letak (posisi) 

atau batas-batas tanah milik Penggugat dimaksud secara lengkap dan 

terinci, sehingga tidak jelas bagian mana dari tanah milik Tergugat yang 

mengimpit tanah milik Penggugat, halmana menurut Hukum Acara Perdata, 

Gugatan yang diajukan secara demikian haruslah ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana bunyi Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1159 K/PDT/1983, tertanggal 23 

Oktober 1984, yang menyatakan “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-

batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan Gugatan tidak dapat 

diterima”. 

- Di satu sisi Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa terdapat tanah 

milik Penggugat yang terimpit tanah milik Tergugat dan Tergugat tidak 

memberikan akses jalan bagi tanah Penggugat, namun di sisi lain Penggugat 

mendalilkan bahwa Tergugat memanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai 

1 (satu) kawasan kantor perusahaan. 

- Penggugat disatu sisi telah mengakui bahwa Tergugat adalah pemilik             

atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak pada 1 (satu) hamparan (pengakuan 

adalah bukti yang paling sempurna), yaitu dalam dalil halaman 2 angka 2, 

namun sebaliknya pada sisi lain, dalam posita surat gugatan Penggugat,                 

pada halaman 2 angka 4, justru Penggugat mendalilkan sebaliknya, yang 

pada pokoknya telah menyebutkan bahwa di hamparan tanah mana juga 

terdapat ada tanah milik Penggugat yang diimpit oleh tanah milik Tergugat,                  

atau dengan kata lain, Penggugat telah menyatakan pada pokoknya bahwa     

di hamparan tanah tersebut terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang terdiri dari 2 

(dua) bidang tanah milik Tergugat dan 1 (satu) bidang tanah milik 

Penggugat. 
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- Penggugat mempermasalahkan mengenai akses jalan keluar bagi tanah 

milik Penggugat, namun di sisi lain Penggugat mempermasalahkan bahwa 

Tergugat memanfaatkan tanah milik Penggugat tanpa ijin dan berdasarkan 

riwayat peralihan hak milik atas 2 (dua) bidang tanah yang saat ini dimiliki 

Tergugat, pada faktanya terdapat 3 (tiga) pemegang hak milik sebelum 

Tergugat, termasuk Penggugat sebagai pemegang hak milik yang pertama 

(pada saatnya akan Tergugat buktikan). 

- Bahwa seandainya benar Gugatan a quo diajukan dengan alasan bahwa 

tanah milik Tergugat mengimpit tanah Penggugat atau Tergugat 

memanfaatkan tanah milik Penggugat, quod non, maka seharusnya 

Penggugat menarik semua pihak yang merupakan pemilik tanah tersebut 

sebelum haknya beralih kepada Tergugat, termasuk menarik pihak yang 

membangun tembok yang membentengi tanah tersebut dan PT. Bank Bali 

karena tanah mana pernah diletakkan sita eksekusi terkait dengan 

wanprestasi yang Penggugat lakukan kepada PT. Bank Bali. Namun, tidak 

ada satu pun dari pihak tersebut Penggugat bank sebagai pihak dalam 

perkara a quo, dengan demikian telah ternyata Gugatan Penggugat diajukan 

kekurangan pihak dan  kalaulah Gugatan a quo ditujukan kepada Tergugat 

dengan alasan bahwa Tergugat merupakan pemilik tanah yang berdekatan 

dengan tanah milik Penggugat, pada faktanya tanah Penggugat tersebut 

juga bersebelahan langsung dengan tanah milik pihak lain. Namun, dalam 

perkara a quo Penggugat tidak menarik sebagai pihak seluruh pemilik tanah 

yang bersebelahan dengan tanah milik Penggugat, dengan demikian 

semakin membuktikan bahwa Gugatan Penggugat diajukan kekurangan 

pihak, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, Gugatan yang diajukan 

secara demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak 

dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia sebagai berikut: 

• Putusan Mahkamah Agung No.78 K/Sip/1972, tertanggal 11 Nopember 

1975, menyatakan bahwa “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, 

tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”; 

• Putusan Mahkamah Agung No.365 K/Pdt/1984, tertanggal 31 Agustus 

1985, menyatakan bahwa “Gugatan harus menggugat semua orang yang 

terlibat”; 

• Putusan Mahkamah Agung No.546 K/Pdt/1984, tertanggal 31 Agustus 

1985, menyatakan bahwa “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam 

perkara kurang pihak”. 
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MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  oolleehh  kkaarreennaa  ddaallaamm  jjaawwaabbaann  TTeerrgguuggaatt    

sseebbaaggaaiimmaannaa  tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass,,  tteellaahh  ddiiaajjuukkaann  ddaalliill  eekksseeppssii  bbuukkaann  mmeennggeennaaii  

kkoommppeetteennssii  mmeennggaaddiillii  bbaaiikk  aabbssoolluutt  aattaauu  rreellaattiiff  ddaarrii  PPeennggaaddiillaann  NNeeggeerrii  BBaallee  

BBaanndduunngg,,  mmaakkaa  tteerrhhaaddaapp  eekksseeppssii  tteerrsseebbuutt  hhaarruussllaahh  ddiippeerriikkssaa  ddaann  ddiippuuttuuss  

bbeerrssaammaa--ssaammaa  ddeennggaann  ppookkookk  ppeerrkkaarraa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall  

113366  HHIIRR  JJoo  PPaassaall  111144  RReegglleemmeenntt  oopp  ddee  RReecchhtteevvoorrddeerriinngg  ((RRVV));;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  ssaallaahh  ssaattuu  ddaalliill  eekksseeppssii  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  

mmeemmiinnttaa  mmeeyyaattaakkaann  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiitteerriimmaa  kkaarreennaa  oobbssuuccuurr  

lliibbeell  aattaauu  ttiiddaakk  jjeellaass  aattaauu  kkaabbuurr  ddeennggaann  ddaalliill  ddaallaamm  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  

mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ttaannaahh  mmiilliikk  TTeerrgguuggaatt  mmeenngghhiimmppiitt  ttaannaahh  mmiilliikk  PPeenngggguuggaatt,,  

ddiimmaannaa  aarrttii  iissttiillaahh  mmeenngghhiimmppiitt  ddaallaamm  kkaammuuss  bbeessaarr  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  aaddaallaahh  

mmeemmbbuuaatt  sseessaakk  aattaauu  mmeenniinnddiihh  aattaauu  mmeennddeessaakk  ddaann  llaaiinn--llaaiinn,,  ddiimmaannaa  aarrttii  kkaattaa  

mmeenngghhiimmppiitt  iittuu  sseennddiirrii  bbiillaa  ddiitteerraappkkaann  ddaallaamm  ppeerrmmaassaallaahhaann  ttaannaahh  aakkaann  

ddiitteemmuukkaann  aarrttii  yyaanngg  ttiiddaakk  sseessuuaaii,,  aaddaannyyaa  ppeennggaakkuuaann  bbaahhwwaa  ttaannaahh  mmiilliikk  

TTeerrgguuggaatt  bbeerraaddaa  ssaattuu  hhaammppaarraann,,  sseeddaannggkkaann  ddiissiissii  llaaiinn  PPeenngggguuggaatt  tteettaapp  

mmeennyyaattaakkaann  aaddaa  mmeemmiilliikkii  ttaannaahh  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddiitteennggaahh--tteennggaahh  ttaannaahh  mmiilliikk  

TTeerrgguuggaatt,,  ddaallaamm  ppoossiittaa  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  mmeemmppeerrmmaassaallaahhkkaann  tteennttaanngg  

kkeeppeemmiilliikkaann,,  aakkaann  tteettaappii  ddiissiissii  llaaiinn  mmeemmppeerrmmaassaallaahhkkaann  aakksseess  jjaallaann  kkee  ttaannaahh  

mmiilliikk  PPeenngggguuggaatt  sseerrttaa  ddaallaamm  ppoossiittaa  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ttiiddaakk  ddiisseebbuuttkkaann  

tteennttaanngg  bbaattaass--bbaattaass  ttaannaahh  mmiilliikk  PPeenngggguuggaatt  tteerrsseebbuutt  sseerrttaa  gguuggaattaann  kkaaddaalluuaarrssaa  

bbeerrddaassaarrkkaann  PPaassaall  3322  aayyaatt  ((22))  PPPP  NNoo..  2244  ttaahhuunn  11999977  tteennttaanngg  PPeennddaaffttaarraann  

TTaannaahh,,  ddiimmaannaa  TTeerrgguuggaatt  tteellaahh  mmeemmbbeellii  ttaannaahh  aaqquuoo  ppaaddaa  ttaahhuunn  22001111  yyaanngg  llaalluu;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ddaalliill  eekksseeppssii  TTeerrgguuggaatt  sseebbaaggaaiimmaannaa  

ddiiuurraaiikkaann  ddii  aattaass,,  aakkaann  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  ppeerrttiimmbbaannggkkaannnnyyaa  sseeccaarraa  ssaattuu  ppeerrssaattuu  

sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt  ddiibbaawwaahh  iinnii;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ddaalliill  eekksseeppssii  TTeerrgguuggaatt  tteennttaanngg  gguuggaattaann  

PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  mmeemmppeerrmmaassaallaahhkkaann  aarrttii  aattaauu  iissttiillaahh  kkaattaa  mmeenngghhiimmppiitt  yyaanngg  

ddiilliihhaatt  ddaallaamm  kkaammuuss  bbeessaarr  bbaahhaassaa  iinnddoonneessiiaa  mmeemmppuunnyyaaii  aarrttii  yyaanngg  ttiiddaakk  sseessuuaaii  

sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  aattaauu  ttiiddaakk  sseessuuaaii  ddaallaamm  

ppeerrmmaassaallaahhaann  ttaannaahh  yyaanngg  aaddaa  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  aaqquuoo;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  aarrttii  aattaauu  ppeennggeerrttiiaann  kkaattaa  mmeenngghhiimmppiitt  sseebbaaggaaiimmaannaa  

tteerrsseebbuutt  ddaallaamm  kkaammuuss  bbeessaarr  bbaahhaassaa  iinnddoonneessiiaa  tteerrsseebbuutt  ttiiddaakkllaahh  ddaappaatt  

ddiitteerraappkkaann  sseeppeennuuhhnnyyaa  uunnttuukk  sseemmuuaa  hhaall  aattaauu  kkoonnddiissii,,  ddiimmaannaa  ppeenneerraappaann  aarrttii  

ddaarrii  kkaattaa  mmeenngghhiimmppiitt  ddaallaamm  kkaammuuss  bbeessaarr  bbaahhaassaa  iinnddoonneessiiaa  tteerrsseebbuutt  hhaarruussllaahh  

ddiilliihhaatt  ddaarrii  sseeggii  ppeenngggguunnaaaann  aattaauu  ppeenneerraappaannnnyyaa  sseeccaarraa  kkoonntteekkssttuuaall  bbuukkaann  

tteekkssttuuaall  sseebbaaggaaiimmaannaa  aarrttii  yyaanngg  tteerrttuulliiss  ddaallaamm  kkaammuuss  bbeessaarr  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  

aaqquuoo,,  ddiimmaannaa  kkaattaa  mmeenngghhiimmppiitt  aaqquuoo,,  ddaappaatt  mmeemmiilliikkii  aarrttii  mmeennyyeessaakk  aattaauu  

mmeenniinnddiihh  aattaauu  mmeenneekkaann  bbiillaa  ddiitteerraappkkaann  sseeccaarraa  uummuumm  tteerrhhaaddaapp  ssuuaattuu  kkoonnddiissii  
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aattaauu  kkeeaaddaaaann  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  mmaahhkklluukk  hhiidduupp,,  sseeddaannggkkaann  kkaattaa  

mmeenngghhiimmppiitt  bbiillaa  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeelliihhaatt  ppoossiissii  aattaauu  lleettaakk  ssuuaattuu  oobbyyeekk  bbeennddaa,,  

mmaakkaa  hhaall  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  bbeerraarrttii  bbeerraaddaa  ddii  tteennggaahh,,  ddiippiinnggggiirr  ddaann  llaaiinn--llaaiinn;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  sseetteellaahh  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  mmeelliihhaatt  ddaann  mmeemmbbaaccaa  sseeccaarraa  

mmeennyyeelluurruuhh  ddaann  uuttuuhh  ddaarrii  gguuggaattaann,,  jjaawwaabbaann  sseerrttaa  rreepplliikk  ddaann  dduupplliikk  ddaarrii  ppaarraa  

ppiihhaakk,,  mmaakkaa  ddaappaatt  ddiilliihhaatt  ddaann  ddiippaahhaammii  aarrttii  ddaarrii  kkaattaa  mmeenngghhiimmppiitt  sseeccaarraa  

kkoonntteekkssttuuaall  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennggggaammbbaarrkkaann  lleettaakk  aattaauu  ppoossiissii  aattaass  ttaannaahh  oobbyyeekk  

sseennggkkeettaa  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddiitteennggaahh--tteennggaahh  aannttaarraa  ttaannaahh  mmiilliikk  TTeerrgguuggaatt  aattaauu  ttaannaahh  

oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  bbeerrbbaattaassaann  llaannggssuunngg  ddeennggaann  ttaannaahh  mmiilliikk  TTeerrgguuggaatt  ppaaddaa  ssiissii  

sseebbeellaahh  kkaannaann  ddaann  kkiirriinnyyaa,,  sseehhiinnggggaa  ddeennggaann  ddeemmiikkiiaann,,  sseellaannjjuuttnnyyaa  MMaajjeelliiss  

HHaakkiimm  mmeenniillaaii  aarrttii  iissttiillaahh  mmeenngghhiimmppiitt  aaqquuoo  ddaappaattllaahh  ddiippaahhaammii  aattaauu  ddiimmeennggeerrttii  

sseeccaarraa  llooggiikkaa  sseeccaarraa  uummuumm  mmeemmppuunnyyaaii  aarrttii  ddiitteennggaahh--tteennggaahh,,  aarrttii  yyaanngg  ssaammaa  

jjuuggaa  sseeppeerrttii  uummuummnnyyaa  bbaannyyaakk  ddiippaakkaaii  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  sseeccaarraa  lluuaass  uunnttuukk  

mmeelliihhaatt  ppoossiissii  ssuuaattuu  oobbyyeekk  bbeennddaa;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ddaalliill  eekksseeppssii  kkaabbuurr  aattaauu  ttiiddaakk  jjeellaass  aattaauu  

oobbssccuuuurree  lliibbeell  kkaarreennaa  ddaallaamm  ppoossiittaa  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt,,  ddiissaattuu  ssiissii    

mmeemmppeerrmmaassaallaahhkkaann  kkeeppeemmiilliikkaann,,  sseeddaannggkkaann  ddiissiissii  llaaiinn  mmeemmppeerrmmaassaallaahhkkaann  

aakksseess  jjaallaann  mmeennuujjuu  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseeggkkeettaa  ddaann  jjuuggaa  ddiissaattuu  ssiissii  PPeenngggguuggaatt  tteellaahh  

mmeennggaakkuuii  bbaahhwwaa  ttaannaahh  mmiilliikk  TTeerrgguuggaatt  ssaattuu  hhaammppaarraann,,  sseeddaannggkkaann  ddiissiissii  llaaiinn  

PPeenngggguuggaatt  mmeennggaakkuu  aaddaa  ttaannaahh  mmiilliikk  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddiitteennggaahh--tteennggaahh  

mmiilliikk  TTeerrgguuggaatt  tteerrsseebbuutt;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ddaalliill  eekksseeppssii  aaqquuoo,,  mmaakkaa  sseetteellaahh  MMaajjeelliiss  

HHaakkiimm  mmeelliihhaatt  ddaann  mmeemmbbaaccaa  sseeccaarraa  uuttuuhh  ddaann  mmeennyyeelluurruuhh  ddaarrii  jjaawwaabb  

mmeennjjaawwaabb  ppaarraa  ppiihhaakk,,  ddaappaatt  ddiinniillaaii  ppookkookk  aattaauu  eesseennssii  ddaarrii  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  

ppaaddaa  ppookkookknnyyaa  aaddaallaahh  PPeenngggguuggaatt  mmeerraassaa  mmeemmiilliikkii  hhaakk  ddii  aattaass  ttaannaahh  oobbyyeekk  

sseennggkkeettaa,,  bbuukkaann  tteennttaanngg  ppeerrmmaassaallaahh  ttaannaahh  yyaanngg  ddiippeerrgguunnaakkaann  mmeennjjaaddii  jjaallaann  

mmaassuukk  mmeennuujjuu  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  yyaanngg  sseeccaarraa  jjeellaass--jjeellaass  ddiiaakkuuii  oolleehh  

PPeenngggguuggaatt  sseebbaaggaaii  mmiilliikk  TTeerrgguuggaatt;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  jjaallaann  aattaauu  aakksseess  mmaassuukk  mmeennuujjuu  ttaannaahh  oobbyyeekk  

sseennggkkeettaa  yyaanngg  tteerrsseebbuutt  ddaallaamm  ppoossiittaa  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  hhaannyyaallaahh  bbeerrttuujjuuaann  

uunnttuukk  mmeemmppeerrjjeellaass  aattaauu  mmeenndduukkuunngg  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  ddaallaamm  ppoossiittaannyyaa  

iinnggiinn  mmeenncceerriittaakkaann  ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  aattaauu  kkeeaaddaaaann  yyaanngg  aaddaa  aattaauu  mmeennyyeerrttaaii  sseerrttaa  

bbeerrkkaaiittaann  eerraatt  ddeennggaann  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa,,  nnaammuunn  ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  aaqquuoo  

bbuukkaannllaahh  iinnttii  aattaauu  eesseennssii  ddaarrii  gguuggaattaann  iittuu  sseennddiirrii,,  kkaarreennaa  ttaannaahh  yyaanngg  mmeennjjaaddii  

aakksseess  jjaallaann  mmaassuukk  kkee  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  sseeccaarraa  tteeggaass  tteettaapp  ddiiaakkuuii  mmiilliikk  

TTeerrgguuggaatt  oolleehh  PPeenngggguuggaatt,,  sseehhiinnggggaa  ppookkookk  aattaauu  eesseennssii  ddaarrii  ppeerrmmaassaallaahhaann  

gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  aaddaallaahh  tteennttaanngg  kkeeppeemmiilliikkaann  tteerrhhaaddaapp  ttaannaahh  oobbyyeekk  

sseennggkkeettaa,,  sseebbaaggaaii  mmiilliikk  PPeenngggguuggaatt  aattaauu  TTeerrgguuggaatt;;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  kkaabbuurr  aattaauu  ttiiddaakk  jjeellaass  

ddeennggaann  ddaalliill  ddaallaamm  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ttiiddaakk  mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaattaass--bbaattaass  ddaarrii  

ttaannaahh  yyaanngg  ddiiaakkuuii  mmiilliikk  PPeenngggguuggaatt,,  mmaakkaa  sseetteellaahh  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  mmeelliihhaatt  

gguuggaattaann,,  jjaawwaabbaann,,  rreepplliikk  ddaann  dduupplliikk  ddaarrii  ppaarraa  ppiihhaakk,,  ddiimmaannaa  PPeenngggguuggaatt  

mmeennddaassaarrkkaann  kkeeppeemmiilliikkaann  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  bbeerrddaassaarrkkaann  sseerrttiiffiikkaatt  hhaakk  

mmiilliikk  NNoo..  11559988  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999999  ddeennggnn  lluuaass  113377  mm²²,,  ddiimmaannaa  tteellaahh  

ddiikkeettaahhuuii  sseeccaarraa  uummuumm  ddaallaamm  ssuuaattuu  sseerrttiiffiikkaatt  hhaakk  aattaass  ttaannaahh  ddii  ddaallaammnnyyaa  tteellaahh  

aaddaa  ddaattaa  yyuurriiddiiss  ddaann  ffiissiikk  ttaannaahh,,  ddaattaa  yyuurriiddiiss  ddaann  ddaattaa  ffiissiikk  yyaanngg  tteerrsseebbuutt  ddaallaamm  

sseerrttiiffiikkaatt  hhaakk  aattaass  ttaannaahh  aaqquuoo  bbeerriissii  tteennttaanngg  bbaattaass--bbaattaass,,  uukkuurraann  ttaannaahh  sseerrttaa  

ddaattaa  kkeeppeemmiilliikkaann  ddaarrii  ttaannaahh  yyaanngg  sseebbaattaassnnyyaa  sseerrttaa  rriiwwaayyaatt  ppeerraalliihhaannnnyyaa;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  bbeerrddaassaarrkkaann  uurraaiiaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  ddii  aattaass,,  MMaajjeelliiss  

HHaakkiimm  mmeenniillaaii  gguuggaattaann  yyaanngg  mmeennddaassaarrkkaann  hhaakk  kkeeppeemmiilliikkaannnnyyaa  ddeennggaann  

mmeennddaassaarrkkaann  ppaaddaa  sseerrttiiffiikkaatt  hhaakk  aattaass  ttaannaahh,,  mmeesskkiippuunn  ddaallaamm  gguuggaattaannnnyyaa  ttiiddaakk  

ddiisseebbuuttkkaann  bbaattaass--bbaattaassnnyyaa  sseeccaarraa  jjeellaass,,  nnaammuunn  ddaallaamm  sseerrttiiffiikkaatt  hhaakk  aattaass  ttaannaahh  

aaqquuoo  ssuuddaahh  ppaassttii  tteerrddaappaatt  lleennggkkaapp  bbaattaass--bbaattaass  ddaarrii  oobbyyeekk  ttaannaahh  aaqquuoo  yyaanngg  

tteellaahh  ddiisseebbuuttkkaann  sseeccaarraa  rriinnccii,,  jjeellaass,,  ddaann  lleennggkkaapp,,  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  

mmeennggggaammbbaarrkkaann  ppoossiissii  aattaauu  lleettaakk  ttaannaahh  aaqquuoo  yyaanngg  tteerraanngg  ddaann  jjeellaass  ddaann  

aakkhhiirrnnyyaa  nnaannttiinnyyaa  bbaattaass--bbaattaass  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiippeerrgguunnaakkaann  aattaauu  ddiippaakkaaii  

tteerrhhaaddaapp  ppeellaakkssaannaaaann  eekksseekkuussii  ddaarrii  ppeerrkkaarraa  aaqquuoo,,  bbiillaa  ppeerrkkaarraa  aaqquuoo  nnaannttiinnyyaa  

tteellaahh  bbeerrkkeekkuuaattaann  hhuukkuumm  tteettaapp  ((iinnkkrraacchh  vvaann  ggeewwiissddee))  aattaass  ppeerrmmoohhoonnaann  

eekksseekkuussii  ddaarrii  ssaallaahh  ssaattuu  ppiihhaakk  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  aaqquuoo;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbeerrddaassaarrkkaann  uurraaiiaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  ddii  aattaass,,  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  

mmeenniillaaii  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  ddiiddaallaammnnyyaa  ttiiddaakk  mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaattaass--bbaattaass  

yyaanngg  jjeellaass  ddaarrii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa,,  nnaammuunn  tteellaahh  mmeennddaassaarrkkaann  kkeeppeemmiilliikkaann  

aattaass  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  bbeerrddaassaarrkkaann  sseerrttiiffiikkaatt  hhaakk  aattaass  ttaannaahh  mmiilliikk,,  mmaakkaa  

gguuggaattaann  aaqquuoo  bbuukkaannllaahh  tteerrmmaassuukk  ddaallaamm  ppeennggeerrttiiaann  gguuggaattaann  yyaanngg  kkaabbuurr  aattaauu  

ttiiddaakk  jjeellaass  aattaauu  oobbssccuuuurr  lliibbeell;;        

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ddaalliill  eekksseeppssii  ttiiddaakk  jjeellaass  //  kkaabbuurr  //  oobbssccuuuurr  

lliibbeell  ddeennggaann  ddaalliill  ddaallaamm  ppoossiittaa  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt,,  ssaattuu  ssiissii  mmeennggaakkuuii  ttaannaahh  

mmiilliikk  TTeerrgguuggaatt  ssaattuu  hhaammppaarraann,,  tteettaappii  mmeennggaakkuuii  ddiitteennggaahh--tteennggaahh  ttaannaahh  mmiilliikk  

TTeerrgguuggaatt  tteerrsseebbuutt  aaddaa  ttaannaahh  mmiilliikk  PPeenngggguuggaatt,,    mmaakkaa  sseetteellaahh  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  

mmeelliihhaatt  ddaann  mmeemmbbaaccaa  sseeccaarraa  uuttuuhh  ddaann  mmeennyyeelluurruuhh  ddaarrii  jjaawwaabb  mmeennjjaawwaabb  ppaarraa  

ppiihhaakk,,  ddiimmaannaa  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  mmeenniillaaii  iinnttii  aattaauu  eesseennssii  ddaarrii  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  

aaddaallaahh  tteennttaanngg  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  mmeerraassaa  mmeemmiilliikkii  hhaakk  ddii  aattaass  ttaannaahh  oobbyyeekk  

sseennggkkeettaa  yyaanngg  lleettaakknnyyaa  aattaauu  ppoossiissiinnyyaa  bbeerraaddaa  ddiitteennggaahh--tteennggaahh  aannttaarraa  ttaannaahh  

mmiilliikk  TTeerrgguuggaatt,,  ddiimmaannaa  lleettaakk  ttaannaahh  TTeerrgguuggaatt  aaqquuoo  ssaattuu  hhaammppaarraann  ddaallaamm  aarrttii  

sseejjaajjaarr  aattaauu  bbeerrbbaattaassaann  llaannggssuunngg  aattaauu  bbeerraaddaa  ddiitteennggaahh--tteennggaahh  ppaaddaa  ssiissii  

sseebbeellaahh  kkaannaann  ddaann  kkiirrii  ddaarrii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa,,  sseehhiinnggggaa  ddeennggaann  ddeemmiikkiiaann,,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
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MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  mmeenniillaaii  ssuuddaahh  jjeellaass  ddaann  tteerraanngg  lleettaakk  aattaauu  ppoossiissii  ddaarrii  ttaannaahh  oobbyyeekk  

sseennggkkeettaa  ddaann  tteennttaanngg  aarrttii  ddaarrii  ssaattuu  hhaammppaarraann  iittuu  sseennddiirrii;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  ddaarrii  uurraaiiaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  ddii  aattaass,,  mmaakkaa  MMaajjeelliiss  

HHaakkiimm  mmeenniillaaii  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  kkaabbuurr  aattaauu  ttiiddaakk  jjeellaass  ddeennggaann  ddaalliill  

eekksseeppssii  TTeerrgguuggaatt  sseebbaaggaammaannaa  tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass  hhaarruussllaahh  ddiittoollaakk;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ddaalliill  eekksseeppssii  gguuggaattaann  yyaanngg  tteellaahh  

kkaaddaalluuaarrssaa  ddiimmaannaa  PPeenngggguuggaatt  tteellaahh  mmeenngggguuggaatt  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  yyaanngg  

tteellaahh  bbeerrsseerrttiiffiikkaatt  lleebbiihh  ddaarrii  jjaannggkkaa  wwaakkttuu  55  ttaahhuunn  ddaarrii  pprroosseess  jjuuaall--bbeellii  TTeerrgguuggaatt  

ddeennggaann  ppeemmiilliikk  tteerraakkhhiirr  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall  3322  aayyaatt  ((22))  PPPP  

NNoo..  2244  ttaahhuunn  11999977  tteennttaanngg  PPeennddaaffttaarraann  TTaannaahh;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ppeerrmmaassaallaahhaann  kkaaddaalluuaarrssaa  //  vveerrwwaarriinngg    

ddaarrii  ssuuaattuu  gguuggaattaann  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  sseennggkkeettaa  kkeeppeemmiilliikkaann  aattaass  ssuuaattuu  ttaannaahh,,  

mmaakkaa  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  mmeenniillaaii  hhaall  aaqquuoo  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  

ppeenneerrbbiittaann  ddaarrii  ssuuaattuu  sseerrttiiffiikkaatt  hhaakk  aattaass  ttaannaahh  sseebbaaggaaii  bbuukkttii  kkeeppeemmiilliikkaann  aattaass  

ssuuaattuu  ttaannaahh;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  ddaallaamm  PPPP  NNoo..  2244  ttaahhuunn  11999977  tteennttaanngg  PPeennddaaffttaarraann  

TTaannaahh,,  pprriinnssiipp  aattaauu  aassaass  ppuubblliissiittaass  ddaarrii  ppeenneerrbbiittaann  ssuuaattuu  sseerrttiiffiikkaatt  sseebbaaggaaii  bbuukkttii  

hhaakk  aattaass  ttaannaahh  bbeerrssiiffaatt  ppuubblliissiittaass  nneeggaattiiff,,  bbuukkaannllaahh  bbeerrssiiffaatt  ppuubblliissiittaass  ppoossiittiiff,,  

ddaallaamm  aarrttii  ddaattaa  yyuurriiddiiss  ddaann  ddaattaa  ffiissiikk  sseebbaaggaaiimmaannaa  tteerrttuulliiss  ddaallaamm  sseerrttiiffiikkaatt  aaqquuoo  

mmeerruuppaakkaann  bbuukkttii  yyaanngg  kkuuaatt  tteerrhhaaddaapp  ppiihhaakk  llaaiinn,,  nnaammuunn  aappaabbiillaa  tteerrddaappaatt  bbuukkttii  

llaaiinn  yyaanngg  ddaappaatt  mmeemmbbuukkttiikkaann  sseebbaalliikknnyyaa,,  mmaakkaa  sseerrttiiffiikkaatt  aaqquuoo  ttiiddaakk  mmeemmppuunnyyaaii  

kkeekkuuaattaann  ppeemmbbuukkttiiaann  aappaa--aappaa  llaaggii  ((VViiddee  PPaassaall  3322  aayyaatt  ((11))  PPPP  NNoo..  2244  ttaahhuunn  

11999977  tteennttaanngg  PPeennddaaffttaarraann  TTaannaahh));;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  bbeerrddaassaarrkkaann  pprriinnssiipp  aattaauu  aassaass  ppuubblliissiittaass  nneeggaattiiff  

yyaanngg  ddiiaannuutt  ddaallaamm  PPaassaall  3322  aayyaatt  ((11))  PPPP  NNoo..  2244  ttaahhuunn  11999977  aaqquuoo,,  mmaakkaa  tteerrbbuukkaa  

ppeelluuaanngg  yyaanngg  lleebbaarr  tteerrhhaaddaapp  ssiiaappaa  ssaajjaa  yyaanngg  mmeerraassaa  mmeemmiilliikkii  hhaakk  aattaass  ssuuaattuu  

ttaannaahh  yyaanngg  tteellaahh  tteerrbbiitt  sseerrttiiffiikkaatt  ddaallaamm  tteemmppoo  wwaakkttuu  lleebbiihh  ddaarrii  55  ttaahhuunn  uunnttuukk  

ddaappaatt  mmeenngggguuggaatt  kkee  PPeennggaaddiillaann,,  ddeennggaann  ssyyaarraatt  mmeemmiilliikkii  bbuukkttii--bbuukkttii  uunnttuukk  

mmeennyyaannggggaahh  kkeebbeennaarraann  ddaarrii  ddaattaa  yyuurriiddiiss  mmaauuppuunn  ddaattaa  ffiissiikk  yyaanngg  tteerrttuulliiss  ddaallaamm  

sseerrttiiffiikkaatt  aaqquuoo,,  sseehhiinnggggaa  nnaannttiinnyyaa  PPeennggaaddiillaannllaahh  yyaanngg  aakkaann  mmeenngguujjii  ddaann  

mmeenniillaaii  aappaakkaahh  bbuukkttii  ssaannggggaahhaann  tteerrhhaaddaapp  sseerrttiiffiikkaatt  aaqquuoo  bbeettuull  aattaauu  ttiiddaakk  aattaauu  

sseebbaalliikknnyyaa  ddaattaa  yyuurriiddiiss  mmaauuppuunn  ddaattaa  ffiissiikk  yyaanngg  tteerrttuulliiss  ddaallaamm  sseerrttiiffiikkaatt  ttaannaahh  

aaqquuoo  ssuuddaahh  bbeennaarr;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  sseellaaiinn  hhaall  tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass,,  ddaallaamm  pprroosseess  jjaawwaabb--

mmeennjjaawwaabb  jjuuggaa  tteellaahh  ddiikkeettaahhuuii  aaddaannyyaa  ffaakkttaa  bbaahhwwaa  PPeenngggguuggaatt  sseebbeelluumm  

mmeennggaajjuukkaann  gguuggaattaann  aaqquuoo  tteellaahh  mmeemmbbeerriittaahhuukkaann  kkeeppaaddaa  ppiihhaakk  TTeerrgguuggaatt  aaggaarr  

ddaappaatt  mmeennyyeelleessaaiikkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  sseennggkkeettaa  kkeeppeemmiilliikkaann  ddaarrii  ttaannaahh  oobbyyeekk  

sseennggkkeettaa  sseeccaarraa  kkeekkeelluuaarrggaaaann,,  nnaammuunn  hhaall  aaqquuoo  ttiiddaakk  ddiirreessppoonn  oolleehh  TTeerrgguuggaatt,,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ddeennggaann  ddeemmiikkiiaann,,  bbeerrddaassaarrkkaann  PPaassaall  11997788  ss//dd  11998855  KKUUHHPPeerrddaattaa  yyaanngg  ppaaddaa  

ppookkookknnyyaa  mmeennyyaattaakkaann,,  ddeennggaann  tteellaahh  aaddaannyyaa  ppeemmbbeerriittaahhuuaann  aattaass  ppeennggaakkuuaann  

hhaakk  aattaass  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ddaarrii  ppeemmiilliikk  hhaakk  kkeeppaaddaa  ppiihhaakk  llaawwaann,,  mmaakkaa  

bbaattaass  wwaakkttuu  ddaalluuaarrssaa  //  vveerrwwaarriinngg  uunnttuukk  mmeenngggguuggaatt  sseebbaaggaaiimmaannaa  tteellaahh  

ddiitteennttuukkaann  ddaallaamm  KKUUHHPPeerrddaattaa  mmaauuppuunn  kkeetteennttuuaann  kkhhuussuuss  llaaiinnnnyyaa  sseeppeerrttii  ddaallaamm  

PPaassaall  3322  aayyaatt  ((22))  PPPP  NNoo,,  2244  ttaahhuunn  11999977  tteennttaanngg  PPeennddaaffttaarraann  TTaannaahh    ttiiddaakk  

ddaappaatt  ddiitteerraappkkaann  llaaggii  aattaauu  bbaattaall  ddeemmii  hhuukkuumm  sseebbaaggaaiimmaannaa  jjuuggaa  tteerrsseebbuutt  ddaallaamm  

YYuurriisspprruuddeennssii  MMAARRII  NNoo..  7700  KK//  SSiipp  //  11995599  ttaannggggaall  77  MMaarreett  11995599  ddeennggaann  kkaaiiddaahh  

hhuukkuumm  ““AAssaass  kkaaddaalluuaarrssaa  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiibbeerrllaakkuukkaann  kkaarreennaa  sseellaammaa  ppeenngguuaassaaaann  

tteerrddaappaatt  tteegguurraann  aaggaarr  ttaannaahh  sseennggkkeettaa  ddiisseerraahhkkaann  kkeemmbbaallii  kkeeppaaddaa  aahhllii  wwaarriiss  

ppeemmiilliikk  ttaannaahh  sseennggkkeettaa,,  sseehhiinnggggaa  ddaallaamm  kkeeaaddaaaann  iinnii,,  kkeeddaalluuaarrssaaaann  ssuuddaahh  

tteerrttaahhaann  ((ggeessttuuiitt));;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ddaalliill  eekksseeppssii  gguuggaattaann  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiitteerriimmaa  

kkaarreennaa  kkeekkuurraannggaann  ppiihhaakk,,  ddiimmaannaa  TTeerrgguuggaatt  mmeennddaappaattkkaann  ttaannaahh  mmiilliikk  TTeerrgguuggaatt  

yyaanngg  ddiiddaallaammnnyyaa  tteerrmmaassuukk  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ddeennggaann  ccaarraa  mmeemmbbeellii  ddaarrii  

ppeemmiilliikk  sseebbeelluummnnyyaa  ddaann  ppeemmiilliikk  aawwaall  mmeemmppeerroolleehh  ddaarrii  hhaassiill  lleellaanngg  ppiihhaakk  bbaannkk  

BBaallii  ddaann  TTeerrgguuggaatt  ttiiddaakk  ttaahhuu  ssuuddaahh  bbeerraappaa  kkaallii  ttaannaahh  mmiilliikk  TTeerrgguuggaatt  aaqquuoo  tteellaahh  

bbeerraalliihh  kkaarreennaa  jjuuaall--bbeellii,,  sseehhiinnggggaa  sseehhaarruussnnyyaa  ppiihhaakk  bbaannkk  aattaauu  ppeemmiilliikk    

sseebbeelluummnnyyaa  jjuuggaa  hhaarruuss  iikkuutt  ddiigguuggaatt  oolleehh  PPeenngggguuggaatt;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ppiihhaakk--ppiihhaakk  yyaanngg  aakkaann  ddiimmaassuukkkkaann  ddaallaamm  

ssuuaattuu  gguuggaattaann  oolleehh  PPeenngggguuggaatt  aaddaallaahh  sseeppeennuuhhnnyyaa  mmeerruuppaakkaann  hhaakk  ddaarrii  

PPeenngggguuggaatt  ((VViiddee  YYuurriisspprruuddeennssii  MMAARRII  NNoo..  33009900  KK//  PPddtt  //  11999944  ttaannggggaall  1111  AApprriill  

11999977)),,  nnaammuunn  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  tteettaapp  mmeelliihhaatt  pprriinnssiipp  aattaauu  ttuujjuuaann  ddaarrii  ddiiaajjuukkaannnnyyaa    

ssuuaattuu  gguuggaattaann  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennyyeelleessaaiikkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  aattaauu  sseennggkkeettaa  yyaanngg  

aaddaa  sseeccaarraa  ttuunnttaass  mmeellaalluuii  mmeekkaanniissmmee  hhuukkuumm,,  sseehhiinnggggaa  ddaallaamm  ssuuaattuu  sseennggkkeettaa  

aattaass  ttaannaahh  sseebbaaiikknnyyaa  sseemmuuaa  ppiihhaakk  yyaanngg  mmeennddaappaattkkaann  hhaakk  ddaarrii  ttaannaahh  sseennggkkeettaa  

aattaauu  yyaanngg  bbeerrkkeeppeennttiinnggaann  ddaarrii  ppeerrmmaassaallaahhaann  oobbyyeekk  ttaannaahh  sseennggkkeettaa  aaqquuoo  

hhaarruuss  jjuuggaa  iikkuutt  ddiigguuggaatt;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ppeerrmmaassaallaahhaann  ddaarrii  oobbyyeekk  ttaannaahh  sseennggkkeettaa  

yyaanngg  tteellaahh  bbeebbeerraappaa  kkaallii  bbeerrppiinnddaahh  ttaannggaann  kkaarreennaa  aaddaannyyaa  ssuuaattuu  ppeerrbbuuaattaann  

hhuukkuumm  sseeppeerrttii  jjuuaall--bbeellii  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  mmaakkaa  sseeccaarraa  llooggiikkaa  aakkaann  ssuulliitt  bbaaggii  

PPeenngggguuggaatt  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii  ddaattaa--ddaattaa  tteerrsseebbuutt,,  kkaarreennaa  ddaattaa--ddaattaa  aaqquuoo  hhaannyyaa  

ddiikkeettaahhuuii  oolleehh  ppiihhaakk  TTeerrgguuggaatt  //  TTuurruutt  TTeerrgguuggaa  ssaajjaa,,  bbaahhkkaann  ppiihhaakk  TTeerrgguuggaatt  //  

TTuurruutt  TTeerrgguuggaatt  ddaappaatt  jjuuggaa  ttiiddaakk  mmeennggeettaahhuuiinnyyaa  sseeccaarraa  ppeerrssiiss  ddaarrii  ddaattaa  aaqquuoo,,  

sseehhiinnggggaa  aakkaann  ttiiddaakk  aaddiill  bbiillaa  ppeennggggeettaahhuuaann  aattaass  ssuuaattuu  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  

ddaarrii  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  hhaannyyaa  sseebbaattaass  mmeennggeettaahhuuii  ssiiaappaa  yyaanngg  mmeenngguuaassaaii  ssaaaatt  iinnii  

sseerrttaa  aaddaa  aattaauu  ttiiddaakknnyyaa  oorraanngg  llaaiinn  yyaanngg  mmeenneemmppaattii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ssaaaatt  

iinnii  ddaann  ttiiddaakk  mmeennggeettaahhuuii  sseeccaarraa  ppeerrssiiss  ppeerraalliihhaann  ddaarrii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  
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ssuuddaahh  tteerrjjaaddii  bbeerraappaa  kkaallii  mmeennjjaaddii  hhaammbbaattaann  bbaaggii  PPeenngggguuggaatt  ddaallaamm  mmeennccaarrii  

kkeeaaddiillaann  uunnttuukk  mmeennyyeelleessaaiikkaann  ppeerrmmaassaallaahhaannnnyyaa;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  bbiillaa  ppeennggeettaahhuuaann  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  hhaarruuss  

mmeennggeettaahhuuii  sseeccaarraa  ppeerrssiiss  pprroosseess  ppeerraalliihhaann  ddaarrii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  aaqquuoo,,  

mmaakkaa  ppeerrmmaassaallaahhaann  PPeenngggguuggaatt  aaqquuoo  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  aakkaann  sseelleessaaii  ddaann    

mmeennddaappaattkkaann  kkeeppaassttiiaann  hhuukkuumm,,  ddeennggaann  ddeemmiikkiiaann  mmaakkaa,,  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  mmeenniillaaii  

ppiihhaakk  yyaanngg  aakkaann  ddiigguuggaatt  ddaallaamm  ppeerrmmaassaallaahhaann  sseennggkkeettaa  kkeeppeemmiilliikkaann  ssuuaattuu  

ttaannaahh  aaddaallaahh  hhaakk  sseeppeennuuhhnnyyaa  ddaarrii  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  ddiiddaassaarrkkaann  ppaaddaa  

ppeennggeettaahhuuaann  ddaarrii  PPeenngggguuggaatt  sseennddiirrii  tteerrhhaaddaapp  ppiihhaakk  yyaanngg  bbeerrhhaakk  aattaauu  mmeemmiilliikkii,,  

mmeenngguuaassaaii  aattaauu  ppiihhaakk  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  bbeerrkkeeppeennttiinnggaann  ddaarrii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  

sseeppeerrttii  ppeennggggaarraapp,,  ppiihhaakk  yyaanngg  mmeenneemmppaattii  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  ddaallaamm  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  aaqquuoo,,  ddiimmaannaa  

PPeenngggguuggaatt  hhaannyyaa  mmeennggeettaahhuuii  ssaaaatt  iinnii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  tteellaahh  ddiikkuuaassaaii  oolleehh  

TTeerrgguuggaatt  ttiiddaakk  aaddaa  ppiihhaakk  llaaiinnnnyyaa  llaaggii,,  sseeddaannggkkaann  aaddaa  ppiihhaakk  llaaiinn  yyaanngg  

mmeenneemmppaattii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  hhaannyyaa  sseebbaaggaaii  ppeennyyeewwaa  ssaajjaa  ddaann  jjuuggaa  

PPeenngggguuggaatt  ttiiddaakk  mmeennggeettaahhuuii  sseeccaarraa  ppeerrssiiss  pprroosseess  ppeerraalliihhaann  hhaakk  aattaass  ttaannaahh  

oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ddaann  ddii  aattaass  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  tteellaahh  tteerrbbiitt  sseerrttiiffiikkaatt,,  

sseehhiinnggggaa  PPeenngggguuggaatt  hhaannyyaa  mmeenngggguuggaatt  ppiihhaakk  TTeerrgguuggaatt  sseebbaaggaaii  ppeemmiilliikk  ttaannaahh  

oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ddaann  ppiihhaakk  BBPPNN  sseebbaaggaaii  lleemmbbaaggaa  ppeenneerrbbiitt  sseerrttiiffiikkaatt  ddaarrii  ttaannaahh  

oobbyyeekk  sseennggkkeettaa;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  bbeerrddaassaakkaann  uurraaiiaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  ddii  aattaass,,  mmaakkaa  

MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  mmeenniillaaii  oolleehh  kkaarreennaa  PPeenngggguuggaatt  hhaannyyaa  mmeennggeettaahhuuii  sseeccaarraa  ffiissiikk  

TTeerrgguuggaattllaahh  sseebbaaggaaii  ppeemmiilliikk  ddaarrii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  sseerrttaa  BBPPNN  sseellaakkuu  

lleemmbbaaggaa  ppeenneerrbbiitt  sseerrttiiffiikkaatt  aattaass  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ddaann  ttiiddaakk  aaddaa  ppiihhaakk  llaaiinn  

yyaanngg  bbeerrkkeeppeennttiinnggaann  aattaauu  mmeennddaappaattkkaann  hhaakk  aattaass  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  sseeppeerrttii  

ppeennggggaarraapp,,  yyaanngg  mmeenneemmppaattii  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa  yyaanngg  nnaannttiinnyyaa  ddaappaatt  

mmeenngghhaammbbaatt  eekksseekkuussii  ddaarrii  ppeerrkkaarraa  aaqquuoo  bbiillaa  nnaannttiinnyyaa  ppeerrkkaarraa  aaqquuoo  tteellaahh  

bbeerrkkeekkuuaattaann  hhuukkuumm  tteettaapp,,  mmaakkaa  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  mmeenniillaaii  ddaallaamm  gguuggaattaann  

PPeenngggguuggaatt  ttiiddaakk  tteerrddaappaatt  kkeekkuurraannggaann  ppiihhaakk;;  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  

YYuurriisspprruuddeennssii  ddaallaamm  ppuuttuussaann  MMAARRII  NNoo..  11007722  KK//SSiipp//11998822  ttaannggggaall  11  AAgguussttuuss  

11998833  yyaanngg  kkaaiiddaahh  hhuukkuummnnyyaa  ““SSuuaattuu  gguuggaattaann  ppeerrddaattaa  yyaanngg  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  

mmeennuunnttuutt  hhaakknnyyaa  aattaass  sseebbiiddaanngg  ttaannaahh  yyaanngg  ddiikkuuaassaaii  oolleehh  oorraanngg  llaaiinn,,  mmaakkaa  

oorraanngg  yyaanngg  hhaarruuss  ddiittaarriikk  sseebbaaggaaii  ppiihhaakk  TTeerrgguuggaattnnyyaa  aaddaallaahh  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  

sseeccaarraa  nnyyaattaa  bbeennaarr--bbeennaarr  mmeenngguuaassaaii  //  mmeenngghhaakkii  ttaannaahh  yyaanngg  ddiisseennggkkeettaakkaann  ddii  

PPeennggaaddiillaann  tteerrsseebbuutt””;;          

MMeenniimmbbaanngg  bbaahhwwaa  bbeerrddaassaarrkkaann  sseemmuuaa  ppeerrttiimmbbaannggaann  tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass,,  

mmaakkaa  sseemmuuaa  ddaalliill  eekksseeppssii  ddaarrii  TTeerrgguuggaatt  sseebbaaggaaiimmaannaa  tteerrttuuaanngg  ddaallaamm  jjaawwaabbaann  

TTeerrgguuggaatt  sseellaaiinn  tteennttaanngg  kkeewweennaannggaann  mmeennggaaddiillii  hhaarruussllaahh  ddiinnyyaattaakkaann  ttiiddaakk  
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bbeerraallaassaann  mmeennuurruutt  hhuukkuumm  ddaann  ssuuddaahh  sseellaayyaakkaannyyaa  hhaarruuss  ddiittoollaakk  uunnttuukk  

sseelluurruuhhnnyyaa;;      

 DALAM POKOK PERKARA. 

- DALAM PROVISI : 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi Penggugat  

adalah sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa putusan provisi dimaksudkan untuk menghentikan 

sementara waktu proses perbuatan atau tindakan dari pihak yang menguasai 

obyek sengketa secara fisik dengan tujuan agar kerugian di pihak Penggugat 

tidak menjadi lebih besar lagi dan terhadap obyek sengketa menjadi berstatus 

netral dari kepentingan para pihak dalam perkara aquo; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi harus memenuhi syarat-

syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 3 tahun 

2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta-merta (uitvoerbaar bij 

voorraad) dan provisional; 

Menimbang, bahwa dilihat dari syarat-syarat sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 

tentang putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), maka Majelis Hakim 

menilai gugatan provisionil Penggugat tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 3 tahun 

2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta-merta (uitvoerbaar bij 

voorraad) dan provisionil, sehingga untuk petitum provisionil aquo harus ditolak; 

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  ddaarrii  hhaassiill  ppeemmeerriikkssaaaann  sseetteemmppaatt  yyaanngg  tteellaahh  

ddiillaakkuukkaann  oolleehh  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm,,  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  ttiiddaakk  mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  

ppeerrssaannggkkaaaann  ddaann  ffaakkttaa--ffaakkttaa  yyaanngg  nnyyaattaa  ddaann  kkoonnkkrreett  sseerrttaa  oobbyyeekkttiiff  yyaanngg  

mmeennggaarraahh  kkeeppaaddaa  uussaahhaa  aattaauu  ttiinnddaakkaann  ddaarrii  TTeerrgguuggaatt  uunnttuukk  mmeennjjaauuhhkkaann,,  

mmeerruussaakk,,  mmeenngghhiillaannggkkaann,,  mmeennggaassiinnggkkaann,,  mmeennggggeellaappkkaann  aattaauu  mmeemmiinnddaahh--

ttaannggaannkkaann  oobbyyeekk  yyaanngg  mmeennjjaaddii  sseennggkkeettaa  tteerrsseebbuutt,,  sseehhiinnggggaa  ddeennggaann  ddeemmiikkiiaann  

ttiiddaakk  tteerrddaappaatt  aallaassaann  yyaanngg  ccuukkuupp  bbaaggii  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  uunnttuukk  mmeennggaabbuullkkaann  ssiittaa  

jjaammiinnaann  yyaanngg  ddiimmoohhoonnkkaann  oolleehh  PPeenngggguuggaatt  ((VViiddee  PPaassaall  222277  HHIIRR  JJoo  PPaassaall  772200  

RRVV)),,  sseehhiinnggggaa  ppeettiittuumm  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  ssiittaa  jjaammiinnaann  aaqquuoo  

ddaallaamm  gguuggaattaann  pprroovviissii  PPeenngggguuggaatt  iinnii  ssuuddaahh  sseeppaattuuttnnyyaa  uunnttuukk  ddiittoollaakk  jjuuggaa;;   

- DALAM KONVENSI : 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  ddaarrii  hhaassiill  jjaawwaabb  mmeennjjaawwaabb  aannttaarraa  PPeenngggguuggaatt  ddaann  

TTeerrgguuggaatt  sseerrttaa  TTuurruutt  TTeerrgguuggaatt,,  ddaappaatt  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  ssiimmppuullkkaann  hhaall--hhaall  yyaanngg  
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mmeennjjaaddii  ppookkookk  ppeerrmmaassaallaahhaann  aattaauu  ppeerrsseelliissiihhaann  aannttaarraa  PPeenngggguuggaatt  ddeennggaann  

TTeerrgguuggaatt  sseerrttaa  TTuurruutt  TTeerrgguuggaatt  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

a. AAppaakkaahh  ttaannaahh  yyaanngg  mmeennjjaaddii  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  mmeerruuppaakkaann  ttaannaahh  mmiilliikk  

PPeenngggguuggaatt  aattaauu  sseebbaalliikknnyyaa  TTeerrgguuggaatt,,  ddiimmaannaa  PPeenngggguuggaatt  tteellaahh  mmeennddaalliillkkaann  

mmeemmiilliikkii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  sseejjaakk  dduulluu  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  hhaassiill  ppeemmeeccaahhaann  

ddaarrii  SSHHMM  NNoo..  11335511  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999977  ddaann  hhaassiill  ppeemmeeccaahhaann  tteerrsseebbuutt  

tteellaahh  tteerrbbiitt  SSHHMM  NNoo..  11559988  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999999  ddeennggaann  lluuaass  113377  mm²²  ddaann  

SSHHMM  NNoo..  11559977  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999999  ddeennggaann  lluuaass  22003300  mm²²  ddaann  tteerrhhaaddaapp  

ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  PPeenngggguuggaatt  jjaaddiikkaann  aagguunnaann  kkrreeddiitt  

PPeenngggguuggaatt  ddii  bbaannkk  BBaallii  ddaann  ssaaaatt  iittuu  PPeenngggguuggaatt  hhaannyyaa  mmeemmiinnjjaamm  kkrreeddiitt  

ddeennggaann  aagguunnaann  22  bbuuaahh  sseerrttffiikkaatt  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddiisseebbeellaahh  kkaannaann  ddaann  kkiirrii  ddaarrii  

ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  yyaakknnii  SSHHMM  NNoo..  669966  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999900  ddeennggaann  

lluuaass  11..225500  mm²²  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ppeemmiissaahhaann  ddaarrii  SSHHMM  332244  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  

11998877  ddeennggaann  lluuaass  33..115500  mm²²  ddaann  SSHHMM  NNoo..  11330055  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999977  

ppeennggggaannttiiaann  SSHHMM  NNoo..  332277  DDeessaa  SSaayyaattii  ddeennggaann  lluuaass  334400  mm²²,,  sseeddaannggkkaann  

ddiissiissii  llaaiinn  TTeerrgguuggaatt  yyaanngg  ssaaaatt  iinnii  mmeenngguuaassaaii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  mmeerraassaa  

mmeemmiilliikkii  hhaakk  aattaass  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ddaarrii  mmeemmbbeellii  ppaaddaa  ppeemmiilliikk  

sseebbeelluummnnyyaa,,  ddiimmaannaa  TTeerrgguuggaatt  ttiiddaakk  mmeennggeettaahhuuii  sseeccaarraa  ppeerrssiiss  rriiwwaayyaatt  

ppeerraalliihhaann  ddaarrii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ssuuddaahh  bbeerrppiinnddaahh  ttaannggaann  bbeerraappaa  kkaallii  

ddaann  aappaakkaahh  dduulluunnyyaa  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  tteellaahh  ddiissiittaa  oolleehh  ppiihhaakk  bbaannkk  

kkaarreennaa  aaddaannyyaa  ggaaggaall  bbaayyaarr  tteerrhhaaddaapp  kkrreeddiitt  mmiilliikk  PPeenngggguuggaatt,,  ddiimmaannaa  ssaaaatt  

mmeemmbbeellii  tteerrsseebbuutt,,  ppeemmiilliikk  sseebbeelluummnnyyaa  tteellaahh  mmeennuunnjjuukkkkaann  sseemmuuaa  oobbyyeekk  

ttaannaahh  bbeesseerrttaa  bbaanngguunnaann  yyaanngg  aaddaa,,  tteerrmmaassuukk  ddii  ddaallaammnnyyaa  ttaannaahh  oobbyyeekk  

sseennggkkeettaa  mmaassuukk  kkee  ddaallaamm  SSHHMM  NNoo..  669966  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999977  ddeennggaann  

lluuaass  11..225500  mm²²    aattaauu  SSHHMM  NNoo..  11330055  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999977  ddeennggaann  lluuaass  554400  

mm²²    yyaanngg  sseebbeelluummnnyyaa  mmeennjjaaddii  aagguunnaann  kkrreeddiitt  ppaaddaa  bbaannkk  BBaallii  ppaaddaa  ttaahhuunn  

11999977  ddaann  tteellaahh  ddiilleellaanngg  ppaaddaa  ttaahhuunn  11999999  kkaarreennaa  ggaaggaall  bbaayyaarr  kkrreeddiitt  mmiilliikk  

PPeenngggguuggaatt;; 

bb..  AAppaakkaahh  ppeenngguuaassaaaann  aattaass  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  yyaanngg  ssaaaatt  iinnii  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  

TTeerrgguuggaatt    mmeerruuppaakkaann  ppeerrbbuuaattaann  mmeellaawwaann  hhuukkuumm  aattaauu  ttiiddaakk;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  ddeennggaann  aaddaannyyaa  ppeerrmmaassaallaahhaann  tteennttaanngg  ssiiaappaa  yyaanngg  

bbeerrhhaakk  aattaass  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa,,  mmaakkaa  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  aakkaann  mmeenniillaaii  ddaann  

mmeemmbbuukkttiikkaann  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  aaddaallaahh  ssiiaappaakkaahh  yyaanngg  bbeerrhhaakk  aattaass  ttaannaahh  aaqquuoo,,  

aappaakkaahh  mmiilliikk  PPeenngggguuggaatt  aattaauu  mmiilliikk  TTeerrgguuggaatt  ddaann  kkeemmuuddiiaann  mmeemmuuttuusskkaann  

ppeerrmmaassaallaahhaann  tteennttaanngg  ppeerrbbuuaattaann  mmeellaawwaann  hhuukkuummnnyyaa;;      

  MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  kkaarreennaa  PPeenngggguuggaatt  ddaallaamm  gguuggaattaannnnyyaa  tteellaahh  

mmeennyyaattaakkaann  mmeemmppuunnyyaaii  ssuuaattuu  hhaakk  ddaann  TTeerrgguuggaatt  sseerrttaa  TTuurruutt  TTeerrgguuggaatt  tteellaahh  

ppuullaa  mmeennddaalliillkkaann  aaddaannyyaa  ssuuaattuu  ppeerriissttiiwwaa  aattaauu  ppeerrbbuuaattaann  hhuukkuumm  yyaanngg  
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mmeennyyaannggkkaall  ddaalliill  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt,,  mmaakkaa  mmeennuurruutt  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm,,  

bbeerrddaassaarrkkaann  aassaass  pprrooppoorrssiioonnaall  ddaallaamm  bbeebbaann  ppeemmbbuukkttiiaann  yyaanngg  mmeennddaassaarrkkaann  

ppaaddaa  PPaassaall  116633  HHIIRR  JJoo  PPaassaall  11886655  KKUUHH  PPeerrddaattaa  yyaanngg  bbeerrbbuunnyyii  ““SSeettiiaapp  oorraanngg  

yyaanngg  mmeennddaalliillkkaann  bbaahhwwaa  iiaa  mmeemmppuunnyyaaii  sseessuuaattuu  hhaakk,,  aattaauu  gguunnaa  mmeenneeggaakkkkaann  

hhaakknnyyaa  sseennddiirrii  mmaauuppuunn  mmeemmbbaannttaahh  sseessuuaattuu  hhaakk  oorraanngg  llaaiinn,,  mmeennuunnjjuukk  ppaaddaa  

ssuuaattuu  ppeerriissttiiwwaa,,  ddiiwwaajjiibbkkaann  mmeemmbbuukkttiikkaann  aaddaannyyaa  hhaakk  aattaauu  ppeerriissttiiwwaa  tteerrsseebbuutt””;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  bbeerrddaassaarrkkaann  kkeewwaajjiibbaann  ppeemmbbuukkttiiaann  yyaanngg  

ddiitteennttuukkaann  ddaallaamm  PPaassaall  116633  HHIIRR  JJoo  11886655  KKUUHH  PPeerrddaattaa  ddiimmaannaa  sseettiiaapp  oorraanngg  

yyaanngg  mmeennddaalliillkkaann  aaddaannyyaa  ssuuaattuu  ppeerrbbuuaattaann  hhuukkuumm  mmaakkaa  tteerrhhaaddaapp  ddiirriinnyyaa  

ddiiwwaajjiibbkkaann  mmeemmbbuukkttiikkaannnnyyaa;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  bbeerrddaassaarrkkaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  kkeewwaajjiibbaann  ppeemmbbuukkttiiaann  

tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass,,  mmaakkaa  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  mmeemmaannddaanngg  ppeerrlluu  bbaaggii  PPeenngggguuggaatt  uunnttuukk  

ddiibbeebbaannii  ppeemmbbuukkttiiaann  sseemmuuaa  ddaalliill--ddaalliill  gguuggaattaannnnyyaa  ddaann  bbeeggiittuu  ppuullaa  sseebbaalliikknnyyaa  

TTeerrgguuggaatt  sseerrttaa  TTuurruuttTTeerrgguuggaatt  jjuuggaa  ddiibbeebbaannii  uunnttuukk  mmeemmbbuukkttiikkaann  sseemmuuaa  ddaalliill--

ddaalliill  bbaannttaahhaannnnyyaa;; 

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  uunnttuukk  mmeenngguuaattkkaann  ddaalliill  gguuggaattaannnnyyaa,,  PPeenngggguuggaatt  

tteellaahh  mmeennggaajjuukkaann  bbuukkttii  ssuurraatt  yyaanngg  ddiibbeerrii  ttaannddaa  PP--11  ss//dd  PP--1188  sseeppeerrttii  tteerrsseebbuutt  ddii  

aattaass  ddaann  44  ((eemmppaatt))  oorraanngg  ssaakkssii  sseerrttaa  11  ((ssaattuu))  oorraanngg  aahhllii,,  sseeddaannggkkaann  TTeerrgguuggaatt  

uunnttuukk  mmeenngguuaattkkaann  ddaalliill--ddaalliill  bbaannttaahhaannnnyyaa  tteellaahh  mmeennggaajjuukkaann  bbuukkttii  ssuurraatt  

sseebbaaggaaiimmaannaa  tteerrsseebbuutt  ddaallaamm  bbuukkttii  TT--11  ss//dd  TT--66  sseerrttaa  33  ((ttiiggaa))  oorraanngg  ssaakkssii  ddaann  

TTuurruutt  TTeerrgguuggaatt  uunnttuukk  mmeenngguuaattkkaann  ddaalliill  bbaannttaahhaannnnyyaa  tteellaahh  ppuullaa  mmeennggaajjuukkaann  

bbuukkttii  ssuurraatt  sseebbaaggaaiimmaannaa  tteerrsseebbuutt  ddaallaamm  bbuukkttii  TTTT--11  ss//dd  TTTT--33  ttaannppaa  mmeennggaajjuukkaann  

bbuukkttii  ssaakkssii  aattaauu  aahhllii;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  ssiiaappaa  ppeemmiilliikk  oobbyyeekk  yyaanngg  

ddiisseennggkkeettaakkaann  tteerrsseebbuutt,,  mmaakkaa  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  aakkaann  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  sseeccaarraa  

kkoommpprreehheennssiiff  ddaann  tteelliittii  sseemmuuaa  bbuukkttii--bbuukkttii  kkeeppeemmiilliikkaann  aattaass  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  

yyaanngg  tteellaahh  ddiiaajjuukkaann  oolleehh  ppaarraa  ppiihhaakk  ddii  ppeerrssiiddaannggaann  sseerrttaa  rriiwwaayyaatt  aattaauu  aassaall--uussuull  

ddaarrii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  bbeerrddaassaarrkkaann  bbuukkttii--bbuukkttii  yyaanngg  rreelleevvaann  ddaann  tteellaahh  

ddiiaajjuukkaann  oolleehh  ppaarraa  ppiihhaakk  ddiippeerrssiiddaannggaann;;  

Menimbang, bahwa ternyata dari Penggugat dan Tergugat telah 

mengemukakan dasar kepemilikan atas tanah obyek sengketa dengan alas hak 

kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), dimana Penggugat mendalilkan 

hak kepemilikannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1598 / Desa Sayati  

tahun 1999 dengan luas 137 m² atas nama pemilik tanah Penggugat, 

sedangkan Tergugat mendalilkan kepemilikan tanah dengan SHM Nomor 

696/Desa Sayati tahun 1997 atas nama Penggugat dengan luas 1.250 m² dan 

SHM No. 1305 Desa Sayati tahun 1997 dengan luas 540 m² yang saat ini telah 

dibeli oleh Tergugat dari pemilik sebelumnya, dengan demikian, Majelis Hakim 
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akan mempertimbangkan terlebih dahulu ketiga SHM aquo apakah telah 

memenuhi persyaratan atau ketentuan sebagai suatu akta otentik seperti 

tersebut dibawah ini; 

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  ddeennggaann  mmeelliihhaatt  kkeettiiggaa  bbeennttuukk  SSHHMM  aaqquuoo  yyaanngg  

ddiikkeelluuaarrkkaann  oolleehh  lleemmbbaaggaa  //  ppeejjaabbaatt  yyaanngg  bbeerrwweennaanngg  uunnttuukk  mmeenneerrbbiittkkaann  kkeettiiggaa  

SSHHMM  aaqquuoo  ddaann  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrssaannggkkaaaann  ccaaccaatt  ffoorrmmiill  mmaauuppuunn  mmaatteerriieell  ddaallaamm  

kkeettiiggaa  SSHHMM  yyaanngg  ddaappaatt  ddiibbuukkttiikkaann  oolleehh  aallaatt  bbuukkttii  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  ddiippeerrssiiddaannggaann  

uunnttuukk  mmeemmbbuukkttiikkaann  hhaall  tteerrsseebbuutt,,  mmaakkaa  ddeennggaann  ddeemmiikkiiaann,,  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  mmeenniillaaii  

kkeettiiggaa  SSHHMM  aaqquuoo  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  aakkttaa  ootteennttiikk  ddeennggaann  nniillaaii  ppeemmbbuukkttiiaann  

ddaarrii  kkeettiiggaa  aakkttaa  ootteennttiikk  aaqquuoo  aaddaallaahh  sseemmppuurrnnaa  ddaann  mmeennggiikkaatt  kkeeppaaddaa  sseemmuuaa  

ppiihhaakk,,  tteerrmmaassuukk  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm,,  sseebbaaggaaii  aakkttaa  ootteennttiikk  yyaanngg  tteellaahh  mmeemmeennuuhhii  

ssyyaarraatt  ffoorrmmiill  ddaann  mmaatteerriieell  sseerrttaa  mmeemmppuunnyyaaii  kkeekkuuaattaann  ppeemmbbuukkttiiaann  yyaanngg  

sseemmppuurrnnaa  sseerrttaa  mmeennggiikkaatt  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall  116655  HHIIRR  ddaann  

PPaassaall  11887700  JJoo  PPaassaall  11887711  KKUUHH  PPeerrddaattaa  sseerrttaa  YYuurriisspprruuddeennssii  MMAARRII  NNoo..  33991177  

KK//PPddtt//11998866  ttaannggggaall  2200  DDeesseemmbbeerr  11998888  ddaann  ddeennggaann  ttiiddaakk  tteerrbbaannttaahhkkaann  oolleehh  

bbuukkttii  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  sseeppaaddaann,,  mmaakkaa  aakkttaa  ootteennttiikk  tteerrsseebbuutt  tteellaahh  mmeemmeennuuhhii  ssyyaarraatt  

mmiinniimmuumm  ppeemmbbuukkttiiaann  ddaallaamm  ppeennggeerrttiiaann  aakkttaa  tteerrsseebbuutt  ssuuddaahh  ccuukkuupp  

mmeemmbbuukkttiikkaann  ssuuaattuu  hhaakk  mmeesskkiippuunn  ttiiddaakk  tteerrddaappaatt  aallaatt  bbuukkttii  llaaiinnnnyyaa  ((MM..  YYAAHHYYAA  

HHAARRAAHHAAPP,,  SSHH,,  HHuukkuumm  AAccaarraa  PPeerrddaattaa,,  hhaall..  554455--554466));;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  oolleehh  kkaarreennaa  ddaallaamm  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  

tteerrkkaanndduunngg  lleettaakk  aattaauu  ppoossiissii  ddaarrii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  mmaassuukk  kkee  ddaallaamm  SSHHMM  

NNoo..  11559988  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999999  aattaauu  mmaassuukk  kkee  ddaallaamm  oobbyyeekk  ppeelleettaakkaann  hhaakk  

ttaanngggguuggaann  yyaanngg  ssuuddaahh  ddiilleettaakkkkaann  oolleehh  ppiihhaakk  bbaannkk  BBaallii  ppaaddaa  ssaaaatt  iittuu  

bbeerrddaassaarrkkaann  SSHHMM  NNoo..  669966  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999977  aattaauu  SSHHMM  NNoo..  11330055  DDeessaa  

SSaayyaattii  ddeennggaann  mmeelliihhaatt  sseeccaarraa  rruunnttuutt  ddaann  cceerrmmaatt  ddaarrii  rriiwwaayyaatt  mmaassiinngg--mmaassiinngg  

kkeettiiggaa  SSHHMM  aaqquuoo;;    

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  ddaallaamm  bbuukkttii  PP--11  bbeerruuppaa  SSHHMM  NNoo..  11559988  DDeessaa  SSaayyaattii  

ttaahhuunn  11999999  ddeennggaann  lluuaass  113377  mm²²  tteellaahh  tteerrttuulliiss  sseeccaarraa  tteeggaass  ddaann  jjeellaass  rriiwwaayyaatt  

ddaarrii  SSHHMM  aaqquuoo  mmeerruuppaakkaann  hhaassiill  ppeemmeeccaahhaann  ddaarrii  SSHHMM  11335511  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  

11999977  ddaann  jjuuggaa  ddaallaamm  kkoolloomm  rriiwwaayyaatt  ppeerraalliihhaann  hhaakk  ddaallaamm  SSHHMM  NNoo..  11559988  DDeessaa  

SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999999  aaqquuoo  ttiiddaakk  tteerrccaattaatt  oobbyyeekk  ttaannaahh  ddaallaamm  SSHHMM  NNoo..  11559988  DDeessaa  

SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999999  tteellaahh  ddiilleettaakkkkaann  hhaakk  ttaanngggguunnaann  oolleehh  ppiihhaakk  bbaannkk  mmaauuppuunn  

ppiihhaakk  llaaiinn  aattaauu  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  oobbyyeekk  ttaannaahh  ddaallaamm  SSHHMM  NNoo..  11559988  DDeessaa  SSaayyaattii  

ttaahhuunn  11999999  bbeebbaass;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  jjaammiinnaann  aattaauu  aagguunnaann  kkrreeddiitt  ddii  bbaannkk  aattaass  oobbyyeekk  

ttaannaahh  tteennttuunnyyaa  aakkaann  tteerrccaattaatt  ddaallaamm  rriiwwaayyaatt  bbuukkuu  ttaannaahh  aaqquuoo,,  sseeppaannjjaanngg  bbeelluumm  

aaddaa  ppeelluunnaassaann  tteerrhhaaddaapp  kkrreeddiitt  aaqquuoo,,  mmaakkaa  ccaattaattaann  hhaakk  ttaanngggguunnggaann  aaqquuoo  

bbeelluumm  ddiihhaappuuss  ((ddiirrooyyaa))  oolleehh  ppiihhaakk  BBPPNN,,  ddiimmaannaa  iinndduukk  ddaarrii  SSHHMM  NNoo..  11559988  DDeessaa  
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SSaayyaattii  aaddaallaahh  SSHHMM  NNoo..  11335511  DDeessaa  SSaayyaattii  11999977,,  mmaakkaa  sseeccaarraa  pprroosseedduurraall  bbiillaa  

ddaallaamm  SSHHMM  NNoo..  11335511  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999977  ssaammppaaii  ddeennggaann  ddiitteerrbbiittkkaannnnyyaa  

SSHHMM  ppeemmeeccaahhaannnnyyaa  ddeennggaann  NNoo..  11559988  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999999  mmaassiihh  

ddiibbeebbaannkkaann  hhaakk  ttaanngggguunnggaann  aattaauu  aaddaa  ppeelleettaakkkkaann  hhaakk  ttaanngggguuggaann  yyaanngg  bbeelluumm  ddii  

hhaappuuss  aattaauu  ddii  rrooyyaa  oolleehh  ppiihhaakk  BBPPNN,,  mmaakkaa  ppeerrmmoohhoonnaann  SSHHMM  ppeemmeeccaahhaann  ddaarrii  

SSHHMM  iinndduukk  aakkaann  ddiittoollaakk  aattaauu  ttiiddaakk  aakkaann  ddiipprroosseess  lleebbiihh  llaannjjuutt;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  ddeennggaann  tteellaahh  tteerrbbiittnnyyaa  SSHHMM  NNoo..  11559988  DDeessaa  SSaayyaattii  

ttaahhuunn  11999999  yyaanngg  ddaallaamm  ddaattaa  yyuurriiddiissnnyyaa  mmeerruuppaakkaann  hhaassiill  ppeemmeeccaahhaann  ddaarrii  SSHHMM  

NNoo..  11335511  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999977,,  mmaakkaa  ddaappaatt  ddiikkeettaahhuuii  sseeccaarraa  ppaassttii  ddaann  

ppeerrssiiss  tteerrhhaaddaapp  SSHHMM  NNoo..  11335511  DDeessaa  SSaayyaattii  ttaahhuunn  11999977  aaqquuoo  bbeebbaass  ddaarrii  hhaakk  

ttaanngggguunnggaann  aattaass  ssuuaattuu  kkrreeddiitt  yyaanngg  ddiiaammbbiill  aattaauu  bbiillaammaannaa  aaddaa  hhaakk  ttaanngggguunnggaann,,  

mmaakkaa  tteellaahh  ddiihhaappuusskkaann  aattaauu  ddiirrooyyaa  oolleehh  ppiihhaakk  BBPPNN  aattaass  ppeerrmmoohhoonnaann  ppiihhaakk  

yyaanngg  mmeelleettaakkkkaann  hhaakk  ttaanngggguunnggaann  kkaarreennaa  tteellaahh  aaddaannyyaa  ppeelluunnaassaann  kkrreeddiitt  yyaanngg  

ddiiaammbbiill,,  sseehhiinnggggaa  aakkhhiirrnnyyaa  ppeemmeeccaahhaann  ddaarrii  SSHHMM  iinndduukk  ddaappaatt  ddiitteerrbbiittkkaann  oolleehh  

ppiihhaakk  BBPPNN;;                  

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat bukti T-1 

dan T-2 yang sebelum dimiliki oleh Tergugat sebagai dasar kepemilikan hak 

atas tanah obyek sengketa, dimana bukti T-1 dan T-2 berupa (SHM No. 696 

Desa Sayati tahun 1990 dan SHM 1305 Desa Sayati tahun 1997) sebelumnya 

telah diletakkan hak tanggungan atau menjadi agunan atas jaminan dari kredit 

yang diambil oleh Penggugat di bank Bali pada tahun 1997 dan akhirnya 

karena gagal bayar dari kredit aquo, obyek tanah beserta bangunan yang ada 

di atasnya sebagaimana tersebut dalam bukti T-1 dan T-2 aquo telah disita 

pihak bank Bali dan akhirnya dilakukan pelelangan; 

Menimbang, bahwa dalam bukti T-1 dan T-2 berupa SHM No. 696 

Desa Sayati tahun 1990 seluas 1.250 m² dan SHM No. 1305 Desa Sayati tahun 

1997 seluas 540 m² dapat dilihat secara runtut dan jelas tentang data mengenai 

asal-usul dari kedua SHM aquo beserta riwayat peralihannya, dimana untuk 

SHM No. 696 Desa Sayati tahun 1990 seluas 1.250 m² telah tercatat 

merupakan hasil pemecahan dari SHM induk No. 324 Desa Sayati tahun 1990 

dengan luas tanah 3.150 m² dan sudah pernah ada peletakkan hak tanggungan 

dan penyitaan oleh pihak Pengadilan dan beberapa kali proses peralihan dari 

obyek tanah aquo dengan cara jual-beli, sedangkan untuk SHM No. 1305 Desa 

Sayati tahun 1997 seluas 540 m² dari data yuridis yang tercatat merupakan 

penggantian dari sertifikat sebelumnya dengan No. 327 Desa Sayati tahun 

1997 dan dalam data riwayat tanahnya juga pernah diletakkan hak tanggungan 

dan juga pernah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan serta juga sudah terjadi 

beberapa kali proses peralihan dengan cara jual-beli;   
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tentang 

asal-usul dari bukti P-1, T-1 dan T-2  yang berbeda satu dengan lainnya dan  

dihubungkan dengan bukti TT-1, TT-2 yang diperjelas oleh bukti TT-3 berupa 

gambar ploting terhadap ketiga SHM aquo (letak atau posisi ketiga SHM aquo 

secara real dilapangan) dapat diketahui dan dikonstatir adanya fakta hukum 

terhadap bukti T-1 dan T-2 pernah diletakkan hak tanggungan atas hutang yang 

diambil oleh pemiliknya di bank Bali dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak 

Pengadilan untuk selanjutnya dilakukan lelang atas tanah obyek sengketa aquo 

dan selanjutnya terjadi peralihan kepemilikan karena jual-beli hingga terakhir 

tercatat dibeli oleh Tergugat dan asal-usul dari kedua SHM dalam bukti T-1 dan 

T-2 tercatat pada bukti T-1 merupakan hasil pemecahan dari SHM No. 324 

Desa Sayati tahun 1990 dengan luas tanah 3.150 m² dan bukti T-2 merupakan 

penggantian dari sertifikat No. 327 Desa Sayati tahun 1997 serta untuk bukti P-

1 berupa SHM No. 1598 Desa Sayati tahun 1999 yang bersih tidak pernah ada 

pembebanan hak tanggungan maupun proses jual-beli atas obyek tanah aquo, 

dimana asal-usul dari bukti P-1 aquo hasil pemecahan dari SHM induk dengan 

No. 1351Desa Sayati tahun 1997 yang secara prosedural tidak akan pernah 

dapat terbit SHM No.1598 Desa Sayati tahun 1999 (bukti P-1), bila SHM induk 

No. 1351 Desa Sayati tahun 1997 sudah diletakkan hak tangungan atau sudah 

terjadi proses peralihan hak kepada pihak lain; 

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa surat pemberitahuan pajak dan 

bukti P- 4 tanda pelunasan pajak atas nama Penggugat atas nama PT Umitra 

serta bukti T-6 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama 

Tergugat untuk obyek pajak di Jalan Kopo Bihibul No. 6-8, maka semua bukti 

aquo bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanyalah 

merupakan tanda bukti siapa yang harus membayar pajak dari tanah dan 

bangunan aquo sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI tgl. 3 

Februari 1960 No. 34 K / Sip / 1960 dan Yurisprudensi MARI No. 767 K / Sip / 

1970;        

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 berupa surat ijin bangunan yang 

diterbitkan pada tahun 1989, maka bukti T-3 aquo bukanlah merupakan bukti 

kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

pertanahan, namun hanyalah bukti surat yang mengijinkan nama yang tersebut 

dalam surat ijin aquo diperbolehkan untuk membangun bangunan diatas tanah 

yang berlokasi dalam surat tersebut, sebagaimana dimaksud dalam 

Yurisprudensi MARI tgl. 20-8-1975 No. 907 K/Sip/1972;      

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  bbuukkttii  PP--55  ss//dd  PP--1188  ddaann  TT--44  sseerrttaa  TT--55  sseerrttaa  

kkeetteerraannggaann  ppaarraa  ssaakkssii  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  oolleehh  PPeenngggguuggaatt  ((ssaakkssii  SSuunnaarrnnoo,,  PPooppii  
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PPuuppiittaa,,  FFeerryy  HHaaddiiyyaannttoo  ddaann  Tetty Indrawaty))  mmaauuppuunn  ssaakkssii  ddaarrii  TTeerrgguuggaatt  ((ssaakkssii  

AAmmiirruullllaahh  ddaann  TTaarrddoo))  yyaanngg  ppaaddaa  ppookkookknnyyaa  sseemmuuaannyyaa  ttiiddaakk  mmeennggeettaahhuuii  sseeccaarraa  

ppeerrssiiss  tteennttaanngg  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ddaann  hhaannyyaa  mmeennggeettaahhuuii  ttaannaahh  oobbyyeekk  

sseennggkkeettaa  ddaarrii  PPaa  TTeeddyy  BBuunnttaarraamm  uunnttuukk  ppaarraa  ssaakkssii  ddaarrii  PPeenngggguuggaatt,,  sseeddaannggkkaann  

uunnttuukk  ppaarraa  ssaakkssii  ddaarrii  TTeerrgguuggaatt  mmeennddaappaattkkaann  iinnffoorrmmaassii  ddaarrii  aattaassaann  TTeerrgguuggaatt  

yyaanngg  bbeekkeerrjjaa  ddii  ppeerruussaahhaann  yyaanngg  mmeennyyeewwaa  ttaannaahh  ddaann  bbaanngguunnaann  ddii  ttaannaahh  oobbyyeekk  

sseennggkkeettaa  bbaahhwwaa  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  mmiilliikk  TTeerrgguuggaatt,,  mmaakkaa  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  

mmeenniillaaii  uunnttuukk  bbuukkttii  tteerrttuulliiss  sseebbaaggaaiimmaannaa  tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  aaddaa  rreelleevvaannssiinnyyaa  

ddeennggaann  sseennggkkeettaa  kkeeppeemmiilliikkaann  tteerrhhaaddaapp  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ddaann  jjuuggaa  

tteerrhhaaddaapp  kkeetteerraannggaann  ppaarraa  ssaakkssii  aaqquuoo  yyaanngg  mmeennddaappaattkkaann  ppeennggeettaahhuuaann  ssiiaappaa  

ppeemmiilliikk  ddaarrii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ddaarrii  oorraanngg  llaaiinn  aattaauu  bbuukkaann  ddiiddaassaarrkkaann  ddaarrii  

ppeennggeettaahhuuaannnnyyaa  sseennddiirrii,,  mmaakkaa  kkeetteerraannggaann  ppaarraa  ssaakkssii  aaqquuoo  tteerrmmaassuukk  ddaallaamm  

kkeetteerraannggaann  ssaakkssii  tteessttiimmoonniiuumm  ddee  aauuddiittiioonn  yyaanngg  sseellaannjjuuttnnyyaa  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  nniillaaii  

bbuukkaann  sseebbaaggaaii  aallaatt  bbuukkttii  yyaanngg  ssaahh  mmeennuurruutt  hhuukkuumm  aaccaarraa  ppeerrddaattaa  yyaanngg  bbeerrllaakkuu  

((VViiddee  YYuurriippssrruuddeennssii  MMAARRII  NNoo..  880033  KK  //  SSiipp  //  11997700  ttaannggggaall  55  MMeeii  11997711));;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  kkeetteerraannggaann  ssaakkssii  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  oolleehh  

TTeerrgguuggaatt  IIrr..  HH..  MM..  SSiirrooddzzuuddiinn  yyaanngg  ppaaddaa  ppookkookknnyyaa  ssaakkssii  aaddaallaahh  ppeemmbbeellii  

ppeerrttaammaa  tteerrhhaaddaapp  oobbyyeekk  ttaannaahh  yyaanngg  ddiilleellaanngg  oolleehh  ppiihhaakk  bbaannkk  BBaallii  ddeennggaann  bbuukkttii  

kkeeppeemmiilliikkaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddaallaamm  SHM No. 696 Desa Sayati tahun 1990 seluas 

1.250 m² dan SHM No. 1305 Desa Sayati tahun 1997 seluas 540 m² (bukti T-1 

dan T-2) dan sebelum membeli orang bank Bali telah menunjukkan tanah 

obyek sengketa masuk ke dalam salah satu obyek tanah dalam kedua SHM 

aquo; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi IIrr..  HH..  MM..  SSiirrooddzzuuddiinn  sseebbaaggaaiimmaannaa  

tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  bbuukkttii  ssuurraatt  TT--11  ddaann  TT--22  yyaanngg  ppaaddaa  

ppeerrttiimmbbaannggaann  sseebbeelluummnnyyaa  ddii  aattaass  tteellaahh  ddiinnyyaattaakkaann  oolleehh  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  bbaahhwwaa  

ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  bbuukkaann  mmaassuukk  kkeeddaallaamm  ssaallaahh  ssaattuu  oobbyyeekk  ttaannaahh  

sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  bbuukkttii  TT--11  ddaann  TT--22  aaqquuoo,,  sseehhiinnggggaa  ddeennggaann  

ddeemmiikkiiaann,,  kkeetteerraannggaann  ssaakkssii  IIrr..  HH..  MM..  SSiirrooddzzuuddiinn  aaqquuoo  ttiiddaakk  ddiidduukkuunngg  oolleehh  aallaatt  

bbuukkttii  llaaiinnnnyyaa  aattaauu  kkeetteerraannggaann  ssaakkssii  yyaanngg  ddeemmiikkiiaann  ddaappaatt  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  

kkeetteerraannggaann  ssaakkssii  yyaanngg  UUnnuuss  TTeessttiiss  NNuulllluuss  TTeessttiiss  ((kkeetteerraannggaann  sseeoorraanngg  ssaakkssii  

ssaajjaa  ttaannppaa  ddiidduukkuunngg  aallaatt  bbuukkttii  llaaiinnnnyyaa  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiippeerrccaayyaa))  ddaann  jjuuggaa  

kkeetteerraannggaann  ssaakkssii  yyaanngg  ddeemmiikkiiaann  ttiiddaakk  mmeemmeennuuhhii  mmiinniimmaall  bbeebbaann  ppeemmbbuukkttiiaann  

sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  ppaassaall  116699  HHIIRR  ddaann  PPaassaall  11990055  KKUUHHPPeerrddaattaa;;           

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  bbeerrddaassaarrkkaann  sseemmuuaa  uurraaiiaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  tteerrsseebbuutt  

ddii  aattaass,,  mmaakkaa  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  mmeenniillaaii  PPeenngggguuggaatt  tteellaahh  ddaappaatt  mmeemmbbuukkttiikkaann  ddaalliill  

kkeeppeemmiilliikkaann  aattaass  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa,,  sseeddaannggkkaann  TTeerrgguuggaatt  tteellaahh  ttiiddaakk  ddaappaatt  

mmeemmbbuukkttiikkaann  ddaalliill  bbaannttaahhaannnnyyaa  ddaann  oolleehh  kkaarreennaa  sseeccaarraa  ffaakkttaa  TTeerrgguuggaatt    
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mmeenngguuaassaaii  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ssaaaatt  iinnii,,  mmaakkaa  ccuukkuupp  bbeerraallaassaann  bbaaggii  MMaajjeelliiss  

HHaakkiimm  uunnttuukk  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ppeerrbbuuaattaann  TTeerrgguuggaatt  yyaanngg  mmeenngguuaassaaii  ttaannaahh  

oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ssaaaatt  iinnii  sseebbaaggaaii  ppeerrbbuuaattaann  mmeellaawwaann  hhuukkuumm;;  

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  sseellaannjjuuttnnyyaa  bbeerrddaassaarrkkaann  sseemmuuaa  ppeerrttiimmbbaannggaann  ddii  

aattaass,,  mmaakkaa  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  mmeemmiilliikkii  ccuukkuupp  aallaassaann  sseeccaarraa  hhuukkuumm  uunnttuukk  

mmeennggaabbuullkkaann  ppeettiittuumm  kkoonnvveennssii  PPeenngggguuggaatt  sseebbaaggaaiimmaannaa  tteerrsseebbuutt  ddaallaamm  ppooiinntt  

kkee--  22,,  33,,  66  ddaann  77  ddaallaamm    gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt;;  

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sita jaminan dalam 

konvensi pada point ke-4 serta putusan provisionil pada point ke-8, oleh karena 

sama dengan petitum sebagaimana diminta dalam gugatan provisionil dan juga 

telah dipertimbangkan serta ditolak seluruhnya, maka terhadap petitum sita 

jaminan serta provisionil dalam gugatan konvensi aquo sudah sepatutnya 

secara hukum untuk ditolak juga; 

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang meminta ganti 

kerugian karena perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa 

selama ini baik materiil maupun immaterill yang dibayar secara tunai, kontan 

dan sekaligus, maka Majelis Hakim dengan melihat tidak adanya bukti perincian 

tentang nilai kerugian aquo yang didukung oleh alat bukti yang diajukan untuk 

membuktikan perincian ganti kekerugian yang dialami oleh Penggugat serta 

dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, tidak melihat juga 

adanya kerugian pada diri Penggugat secara materiil maupun immateril, 

sehingga terhadap petitum gugatan konvensi Penggugat sebagaimana tersebut 

dalam point ke-5 secara hukum harus ditolak;   

MMeenniimmbbaanngg,,  bbaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ppeettiittuumm  uuaanngg  ppaakkssaa  ((ddoonnggssoomm)),,  MMaajjeelliiss  

HHaakkiimm  mmeenniillaaii  kkaarreennaa  ppeennggeemmbbaalliiaann  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  bbeerrddaassaarrkkaann  

ppuuttuussaann  yyaanngg  tteellaahh  bbeerrkkeekkuuaattaann  hhuukkuumm  tteettaapp  nnaannttiinnyyaa  ddaappaatt  ddiimmiinnttaakkaann  mmeellaalluuii  

eekksseekkuussii  rriiiill  kkee  PPeennggaaddiillaann  NNeeggeerrii  ddiimmaannaa  lleettaakk  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  bbeerraaddaa  

sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  YYuurriisspprruuddeennssii  MMAARRII  ddaallaamm  PPuuttuussaann  NNoo..  330077  

KK//SSiipp//11997766  ttaannggggaall  77  DDeesseemmbbeerr  11997766,,  ddeennggaann  ddeemmiikkiiaann,,  ppeettiittuumm  ppeerrmmiinnttaaaann  

uuaanngg  ppaakkssaa  ((ddwwoonnggssoomm))  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmiinnttaa  oolleehh  PPeenngggguuggaatt  ddaallaamm  ppeettiittuumm    

kkee--99  gguuggaattaann  kkoonnvveennssii  PPeenngggguuggaatt  ssuuddaahh  sseeppaattuuttnnyyaa  uunnttuukk  ddiittoollaakk;;  

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi Penggugat 

sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas tidak dikabulkan semuanya 

atau hanya sebagian saja yang dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 

gugatan konvensi Penggugat haruslah ditolak; 

 DALAM REKONVENSI : 

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat dalam Rekonvensi 

/ Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ; 
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Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam  

konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim 

secara mutatis-mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dalam gugatan 

rekonvensi ini; 

Menimbang, bahwa pokok perselisihan antara Penggugat dalam 

Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Konvensi / 

Tergugat dalam Rekonvensi adalah berkaitan erat dengan tanah obyek 

sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan konvensi di atas; 

Menimbang, bahwa  terhadap tanah obyek sengketa dalam gugatan 

konvensi telah diputuskan oleh Majelis Hakim sebagai milik yang sah dari 

Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi,  maka terhadap 

petitum dalam gugatan rekonvensi aquo, baik dalam provisi maupun dalam 

konvensi sepanjang berkaitan dengan tanah obyek sengketa, sudah sepatutnya 

untuk ditolak seluruhnya; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari gugatan rekonvensi yang 

berkaitan dengan adanya ganti kerugian dari panel listrik milik Penggugat aquo 

serta biaya kebersihan di atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunarno, Popi 

Puspita, Fery Hadiyanto, Amirullah dan Tardo yang pada pokoknya 

menyatakan panel listrik yang mengaliri listrik ke perusahan di depan milik 

Penggugat adalah milik Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam 

Rekonvensi, dimana panel listrik aquo terletak menempel di salah satu tembok 

yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dan untuk tanah obyek sengketa 

sendiri telah dinyatakan milik sah dari Penggugat dalam gugatan konvensi, 

sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai tidak ada kerugian akibat 

keberadaan dari panel listrik milik Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam 

Rekonvensi yang berada ditanah milik  Penggugat dalam Konvensi / Tergugat 

dalam Rekonvensi sendiri, sehingga terhadap petitum rekonvensi tentang ganti 

kerugian sehubungan dengan adanya panel listrik aquo sudah seharusnya 

untuk ditolak; 

Menimbang, bahwa untuk ganti kerugian yang berkaitan dengan biaya 

upaya teknisi dari panel listrik aquo serta biaya pembersihan sampah dan daun 

yang akar pohonya berada di atas tanah milik Tergugat, maka oleh karena 

semua ganti kerugian aquo tidak didukung atau dapat dibuktikan oleh alat bukti 

yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam 

Konvensi, sehingga petitum rekonvensi aquo tidak dapat diketahui serta 
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dipastikan nilai kebenarannya, sehingga terhadap petitum dalam gugatan 

rekonvensi aquo, Majelis Hakim menilai sudah seharusnya untuk ditolak juga;     

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka 

semua petitum dalam gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi / 

Tergugat dalam Konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya; 

  DDAALLAAMM  KKOONNVVEENNSSII  DDAANN  RREEKKOONNVVEENNSSII  ::  

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dikabulkan sebagian 

dan gugatan rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sehingga Tergugat dalam 

Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi serta Turut Tergugat berada di pihak 

yang kalah, maka seharusnya terhadap Tergugat dalam Konvensi / Penggugat 

dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya 

perkara secara tanggung renteng, namun karena dalam petitum tentang 

penghukuman biaya perkara hanya dimintakan ditanggung oleh Tergugat 

dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi saja, dan hak sepenuhnya dari 

Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk meminta 

petitum seperti tersebut, sepanjang prinsipnya masih terdapat pihak yang kalah 

yang dihukum untuk menanggung atau membayar biaya perkara yang timbul 

dalam perkara aquo, maka untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini 

dibebankan kepada Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi 

sebesar Rp 1.711.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah); 

MMeennggiinnggaatt,,  Pasal 136 HIR, PPaassaall  11336655  KKUUHHPPeerrddaattaa,,  Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)  

sseerrttaa  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaanngg  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  ppeerrkkaarraa  iinnii;; 

MENGADILI: 

 Dalam Eksepsi : 

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; 

 Dalam Pokok Perkara  : 

 Dalam Provisi : 

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;   

 Dalam Konvensi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  untuk sebagian; 

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan 

Hukum kepada Penggugat; 

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 137 m2 

(seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Sayati 

Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat 

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1598 berdasarkan surat ukur 
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No. 00069/1999 tertanggal 10/11/1999 yang diterbitkan oleh Turut 

Tergugat tertanggal 21 Desember 1999; 

4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan 

dalam Perkara ini; 

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi 

putusan dalam Perkara ini; 

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 

 Dalam Rekonvensi : 

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; 

 Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam 

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.711.000,- 

(Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah); 

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari : Selasa, tanggal : 4 Agustus 2020, 

oleh kami, Saputro Handoyo, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Firza 

Andriansyah, SH., MH dan Heru Dinarto, SH., MH. masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum, pada hari : Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua 

Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota yang sama, 

dibantu oleh Osmar Sinaga, SH., Panitera Pengganti Pada Pegadilan Negeri 

Bale Bandung serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, serta 

Kuasa Turut Tergugat; 

    Hakim Anggota,        Hakim Ketua, 

 

 

Firza Andriansyah, SH., MH.                                  Saputro Handoyo, SH., MH. 

 

 

Heru Dinarto, SH., MH. 

                                         Panitera Pengganti, 

 

 

                                          Osmar Sinaga, SH. 
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Perincian biaya  :            

1. Materai  ...................................  
2. Redaksi  ..................................  

: 
: 

Rp        6.000,00; 
Rp      10.000,00; 

3. Proses  ....................................  : Rp      75.000,00; 
4. PNBP  .....................................  : Rp      50.000,00; 
5. Sumpah ……………………….. 
6. Panggilan  ...............................  

: 
: 

Rp.     50.000,00; 
Rp    500.000,00; 

7. Pemeriksaan setempat  ..........  : Rp    990.000,00;   + 

      Jumlah : Rp 1.711.000,00; 
                         (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) 
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